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ABSTRAK 
Andi Abdillah Hermansyah (E21110106), Efektivitas Pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar, xiii+91 Halaman+1 Gambar+1 Tabel+19 Daftar 
pustaka (1992-2013)+6 Lampiran 
 Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pajak bagi penerimaan negara 
peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka 
pemerintah melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang dilakukan 
pemerintah yaitu dengan melakukan bagaimana efektivitas pemungutan pajak unduk 
menambah pentapatan daerah. Dengan dilakukannya efektivitas pemungutan pajak, 
maka pemerintah mengharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal dan 
mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya. 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang 
efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif deskriptif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai 
masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara 
sistematis pada Dinas Pendapataan Daerah Kota Makassar dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara kepada 
responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan 
dengan penelitian. 
 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak bumi dan 
bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah cukup baik atau efektif. 
Namun hendaklah kefektivan pemungutan  tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan 
dari organisasi yaitu meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sementara 
untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan 
melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui aspek yuridis. terdiri dari 
pendaftaran WP, pelaporan SPT, penghitungan pajak dan pembayaran pajak. 
 
Kata kunci : Efektivitas, PBB-P2, Kualitatif 
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ABSTRACT 
Andi Abdillah Hermansyah (E21110106), Effectiveness of Tax Collection 
Rural Urban Land and Building (PBB-P2) in the Department of Revenue of 
Makassar, xiii + 91 Pages + 1 picture + 1 Table + 19 Library (1992-2013) +6 
Attachment 
 
This is motivated by the importance of state income taxes for local financial 
improvement. To achieve the intended goal, the government conducted various 
activities. One way the government is to do how the effectiveness of tax collection to 
increase local revenue. By doing the effectiveness of tax collection, the government 
expects tax revenues can be optimized and achieve the targets set earlier 
 
The purpose of this research was conducted to provide an overview of the 
effectiveness of the collection of PBB in Makassar City Regional Revenue Office. To 
achieve the objectives of this study, the type of research is descriptive qualitative 
namely to described of the issues under study, interpret and explain the data 
systematically on department of reveneu of Makassar with the approach used is 
qualitative research, which is conducted interviews to respondents that contains 
questions concerning matters related to the research. 
 
The results showed that the effectiveness of the collection of property tax in 
Makassar City Department of Revenue is good enough or effective. But let 
effectiveness collection can be improved so that the purpose of the organization is to 
improve the tax revenue can be fulfilled. As for measuring the effectiveness of land 
and building tax is to look at the level of tax compliance as measured by the juridical 
aspect. WP consists of registration, reporting returns, tax calculation and payment of 
taxes. 
 
Keywords : Effectiveness, PBB-P2, Qualitative 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi 
dengantingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi 
kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah 
dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebutbelum dapat 
menggerakkanperan dari semua lapiisan subjek pajak yang besar peranannya 
menghasilkan penerimaan dalam negri yang sangat diperlukan guna 
mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. oleh 
karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan 
lahirnya undang-undang perpajakan baru; yang terdiri atas UU No. 6 tahun 1983 
tentang umum dan tata cara perpajakan, UU No. 7 1983 tentang penghasilan 
dan UU No. 8 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan 
Pajak penjualan atas barang mewah, UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan dan UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai. 
Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 
dilandasi falsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang didalamnya 
tertuang ketentuan menjunjung tinggi hak warga negara dan mendapatkan 
kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini 
memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya  
diberlakukan bagi undang-undang pajak materai, kecuali dalam undang-undang 
pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum 
dan tata cara perpajakannya. 
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Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, social, dan 
politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang 
ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan  tersebut bertujuan untuk 
lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajakm 
meningkatkan kepastiaan dan penegakan hokum, serta mengantisispasi 
kemajuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di 
bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimasukkan untuk 
meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan 
administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. 
Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hokum, keadilan, dan 
kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai 
berikut: 
1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung 
penerimaan negara. 
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi 
nasyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman 
modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan 
menengah. 
3. Menyesuaikan tuntutan perkembangan social ekonomi masyarakat 
serta perkembangan di bidang teknologi informasi. 
4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
5. Menyederhanakan prosedu administrasi perpajakan. 
6. Meningkatkan penerapan prinsipp self assessment secara akuntabel 
dan konsisten dan 
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7. Mendukung iklim usaha kea rah yang lebih kondusif dan kompetitif. 
Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang 
seiring dengan meningkatkan kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim 
usaha.  
Reformasi perpajakan di Indonesia dicetuskan oleh pemerintah Indonesia 
pada tahun 1983 atau 38 tahun setelah Indonesia merdeka (Pamuji, 2011). 
Salah satu perubahannya adalah Undang Undang Pajak dan Retribusi Daerah 
dengan beberapa kali perubahan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). 
Perkembangan terbaru tentang pajak daerah saat ini yaitu pelimpahan 
kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
(PBB-P2) yang pemungutannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah 
daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (PDRD). 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
merupakan bentuk reformasi yang terjadi pada level pemerintah daerah. 
Reformasi pada tingkat struktur pemerintahan dikenal dengan kebijakan 
desentralisasi dan pemungutan pemerintah daerah disebut dengan otonomi 
daerah (Halim, 2009). Bentuk dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan 
otonomi daerah salah satunya tentang pemungutan jenis pajak yang dahulu 
dikelola pemerintah pusat, sekarang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah 
daerah. 
4 
 
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan 
sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga 
saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak 
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan 
Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
 Wacana pelimpahan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah sebenarnya sudah berlangsung lama, dan baru 
terwujud setelah adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Mekanisme pemungutan PBB-P2 dahulu dipungut dan 
diadministrasikan semuanya oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya dibagikan lagi 
kepada masing-masing pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. 
Mekanisme persentase bagi hasil pajak bumi dan bangunan berdasarkan 
Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah yaitu 10% untuk pusat, 16,2% untuk propinsi dan 64,8% untuk 
kabupaten/kota.  
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Berikut ini dapat dilihat Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan 
Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut : 
  UU PBB UU PDRD 
Subjek 
Orang atau Badan yang secara 
nyata mempunyai suatu hak 
atas bumi, dan/atau 
memperoleh manfaat atas 
bumi, dan/atau memiliki, 
menguasa dan/atau 
memanfaatkan atas bangunan  
(Pasal 4 Ayat 1) 
Sama  
(Pasal 78 ayat 1 & 2) 
Objek 
Bumi dan/atau bangunan  
(Pasal 2) 
Bumi dan/atau bangunan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan 
(Pasal 77 Ayat 1) 
Tarif 
Sebesar 0,5% 
(Pasal 5) 
Paling Tinggi 0,3% 
(pasal 80) 
NJKP 
20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 
2002 ditetapkan sebesar 20% 
atau 40%) (Pasal 6)  
Tidak Dipergunakan  
NJOPTKP 
Setinggi-tingginya Rp12 Juta  
(Pasal 3 Ayat 3) 
Paling Rendah Rp10 Juta  
(Pasal 77 Ayat 4) 
PBB 
Terutang 
Tarif x NJKP x (NJOP-
NJOPTKP) 
0,5% x 20% x (NJOP-
NJOPTKP) atau  
0,5% x 40% x (NJOP-
NJOPTKP)  (Pasal 7)  
Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP) 
(Pasal 81) 
Keterangan: 
DJP masih bertanggung jawab melaksanakan PBB P2 sampai 31 Desember  
2013 sepanjang tidak dilaksanakan oleh Kab/Kota berdasarkan Perda. Namun 
mulai tahun 2014 pengelolaan  PBB menjadi tanggung jawab Kab/Kota. 
Table 1.1 “sumber Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai 
Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011” 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, pengalihan pemungutan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 
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2011 dan pengalihan pemungutan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan 
kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. Undang-Undang tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan, salah 
satunya terkait dengan mekanisme pemungutan PBB-P2 yang diserahkan 
kepada masing-masing daerah. Tata cara pengalihan PBB P2 sebagai pajak 
daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan 
bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. 
Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB akan 
sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mempu 
meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh 
pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian 
sebesar 64,8 % dan BPHTB hanya mendapatkan 64%. Setelah pengalihan ini, 
semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas 
pemerintah daerah.   
Di Kota Makassar sendiri, pemerintah Kota Makassar mengambil alih 
kewenangan teersebut pada bulan januari 2014,dalam beberapa bulan setelah 
mengambil alih kewenangan untuk mengelola pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tersebut, DISPENDA Kota makassar 
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai keputusan yang sudah ditetapkan DJP  
2011 lalu  agar kiranya pajak daerah dan retribusi bisa dimaksimalkan dengan 
baik guna meningkatkaan PAD di kota Makassar  
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Jauh sebelum undang-undang ini ditetapkan di Kota Makassar, 
pemerintah kota Makassar sangat antusias terhadap undang-undang No 28 
tahun 2009 tentang  pajak daerah dan retribusi daerah, begitu pula dengan 
DISPENDA kota Makassar itu sendiri, sebelum ditetapkannya undang-undang 
tersebut, begitu banyak perencanaan yang ingin dilakukan oleh DISPENDA kota 
Makassar dalam mengelola pajak daerah dan retribusi daerah dalam 
menunjang PAD kota Makassar itu sendiri. 
Setelah ditetapkannya undang-undang no 28 tahun 2009 mengenai pajak 
daerah dan retribusi daerah bulan januari 2014 kemarin, DISPENDA kota 
Makassar mulai menjalankan kewenangan ini di tahun pertama, sesuai dengan 
rancangan-rancangan sebelum ditetapkannya undang-undang pajak daerah. 
Dengan  berjalannya kebijakan-kebijakan yang di terapkan Dispenda kota 
Makassar mungkin tidak terlalu berjalan baik dan tidak sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh pembuat kebijakan dikota Makassar dan akan sangat 
berpengaruh pada peningkatan PAD kota Makassar bila, pemungutan yang 
belum tersusun rapi, baik dari pengawasan badan pekerja, sampai mekanisme 
pemungutan pajak itu sendiri, bila terus begini akan berdampak pada tahun 
berikutnya. 
Dari semua perencanaan atau rancangan yang dilakukan pemkot 
Makassar dalam meningkatkan PAD di kota Makassar, dibutuhkan pemungutan 
pajak daerah yang baik agar sesuai dengan perencanaan atau rancangan 
sebelumnya, dari jangka waktu selama 8 bulan ini bagaimana Dispenda 
menjalankan peraturan baru ini baik dari SDM yang di berikan pelatihan dan 
rancangan pemungutan yang matang baik pemungutan hingga pemungutan 
pajak itu sendiri. Maka dari itu  peneliti ingin mengetahui bagaimana pemungutan 
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yang dilakukan DISPENDA kota Makassar ditahun pertama ini dalam mengelola 
pajak daerahnya sendiri agar dapat menignkatkan PAD kota Makassar  dan 
dapat menunjang semua aspek yang menyangkut dengan pajak daerah dan 
retribusi tersebut untuk kedepannya yang lebih baik. 
I.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan Dengan diterapkannya 
undang-undang yang baru ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas 
pemungutan PBB-P2 di DISPENDA Kota Makassar  dalam menunjang PAD Kota 
Makassar. 
I.3 Tujuan Penilitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka Tujuan dari 
penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana evektifitas pemungutan pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di DISPENDA kota 
Makassar 
 
I.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Akademik 
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian 
yangn dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat 
selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai efektivitas 
pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di 
DISPENDA kota  Makassar. 
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2.  Praktis 
Dalam Penelitian ini, mempunyai manfaat bagi Pemerintah Kota 
Makassar untuk mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak yang diliat dari segi 
efektivitasnya, untuk menyusun strategi yang lebih terfokus di masa mendatang. 
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BAB II 
Tinjauan Pustaka 
 
II.1. Efektivitas  
II.1. 1 Konsep Efektivitas 
Organisasi senantiasa melibatkan beberapa orang dan saling berinteraksi 
secara intensif. Interaksi tersebut dapat disusun atau digambarkan dalam sebuah 
struktur untuk membantu mencapai tujuan bersama. Namun demikian, setiap 
orang dalam organisasi mempunyai tujuan perorangan. Dengan keikutsertaanya 
dalam organisasi, ia mengharapkan agar organisasi tersebut akan membantu dia 
mencapai tujuannya disamping tujuan kelompok. 
Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, 
apa yang dimaksud efektivitas, terdapat perbedaan pendapat diantara yang 
menggunakannya, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan praktisi. 
Efektivitas organisasi mencakup dari individu dan kelompok, efektivitas individu 
menekankan hasil kerja karyawan atau anggota tertentu dari organisasi. Tugas 
yang harus dilakukan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau 
posisi dalam organisasi. Efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari 
semua anggotanya. Dalam beberapa hal efektivitas kelompok adalah lebih besar 
dari pada kontribusi tiap-tiap individu. 
 
Kata efektif berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai 
hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari 
variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan 
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sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya 
proses kegiatan. 
 
- Robbins menjelaskan bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai 
tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka 
panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat 
mengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi.  
- Siagian (Dalam Indrawijaya 2010:175) memberikan pengertian tentang 
efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu: “penyelesaian 
pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan 
suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana 
cara melaksanakannya , berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.”  
- T. Hani Handoko (1984:7) efektivitas merupakan kemampuan memilih 
tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat  untuk mencapai tujjuan yang telah 
ditetapkan. 
- Menurut Streers (1977), pada umumnya efektivitas hanya dikatikan 
dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek 
terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam 
penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku 
manusia seharusnya selalu muncul menjadi focus primer, dan usaha-usaha 
untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti 
perilaku manusia di tempat kerja. 
Streers (1977), mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas 
ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan (1) 
optimalisasi tujuan-tujuan; (2) perspektif sistem; dan (3) tekanan pada segi 
12 
 
perilaku manusia dalam susunan organisasi. Cara seperti ini disebut ancangan 
saja, misalnya hanya dari segi tujuan. 
Dengan optimalisai tujuan-tujuan memungkinkan dikenali bermacam-macam 
tujuan, meskipun tampaknya sering saling bertentangan. Dalam kaitannya 
dengan optimalisai tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh 
suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu 
sama yang lain saling berkaitan. Perumusan perhatian pada tujuan-tujuan yang 
layak dicapai dan optimal, menurut Strers (1977) rupa-rupanya lebih realistis 
untuk maksud evaluasi, dari pada menggunakan tujuan akhir atau suatu tujuan 
yang diinginkan sebagai dasar ukuran. 
Yang dimaksud ancaangan sistem ialah menggunakan sistem terbuka, yaitu 
pandangan terhadap suatu organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan 
dengan lingkungannya. Dengan ancangan ini perhatian lebih diarahkan pada 
persoalan-persoalan mengenai berhubungan, struktur, dan saling 
ketergantungan satu sama lain. Sistem ini mencakup tiga komponen, ialah input, 
proses, dan output. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima input dari 
lingkungannya kemudian memprosesnya, dan selanjutnya memberikan output 
kepada lingkungannya. Tanpa adanya input dari lingkungannya suatu organisasi 
akan mati. Demikian juga tidak memberikan output kepada lingkungannya, suatu 
organisasi akan mati. Jadi efektivitas tidak hanya dilihat darisegi tujuan semata-
mata, melainkan juga segi sistem. 
Komponen yang ketiga ialah perilaku manusia dalam organisasi. Ancangan 
ini digunakan karena atas dasar kenyataan bahwa tiap-tiap organisasi dalam 
mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya atau 
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suatu perusahaan dapat efektif, tetapi juga karena faktor manusianyalah suatu 
perusahaan tidak efektif. 
II.1.2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas  
 Ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas 
organisasi, ialah; (1)Karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi, (2) 
Karakteristik lingkungan intern dan ekstern, (3) Karakteristik karyawan dan 
Kebijakan praktik manajemen. Jadi da tujuh variabel yang berpengaruh terhadap 
efektivitas yaitu struktur, teknologi lingkungan ekstern, lingkungan intern, 
karakteristik karyawan pada organisasi, prestasi kerja karyawan, dan (4) 
kebijakan manajemen. (dalam Sutrisno 2011:125). Jadi, ada tujuh variabel yang 
berpengaruh terhadap efektivitas, yaitu 1 struktur, 2 teknologi,3 lingkungan 
9ekstern, 4 lingkungan intern, 5 keterikatan karyawan pada organisasi, 6  
prestasi kerja karyawan, dan 7 kebijakan manajemen. 
- Teknologi, struktur, dan efektivitas. Teknologi selain berpengaruh 
terhadap efektivitas, juga sangat dominan pengaruhnya terhada999p struktur 
organisasi. Struktur ialah pembagian pekerjaan, pengelompokan, spesialisasi, 
koordinasi, dan sebagiannya yang bertalian dengan pelaksanaan pekerjaan 
(schernerhorn. 1986). Struktur sendiri berpengaruh terhadap efektivitas. Jadi, 
ada saling berhubungan antar variabel teknologi dan variabel structural. 
Perbedaan teknologi juga mempunyai pengaruh yang berbeda pula terhadap 
efektivitas; lain teknologinya lain juga efektivitasnya; demikian juga perbedaan 
struktur akan berpengaruh beda pula dengan efektivitas. 
Woodward (1965), teknologi didefinisikan sebagai kumpulan pabrik, mesin-
mesin, alat-alat, resep-resep yang tersedia pada suatu waktu untuk melasanakan 
tugas produksi. 
14 
 
Steers (1977), penilitian-penilitian yang telah dilakukan mengenai 
hubungan antara teknologi,strusktur, dan efektivitas sebenarnya kurang jelas, 
karena mengabaikan faktor individu dan social. Oleh sebab itu, jika kita meneliti 
berbagai faktor yang bertalian dengan efektivitas, maka faktor perilaku harus 
dipertimbangkan, bahwa efektivitas dapat dipandang sebagai fungsi dari 
kemampuan suatu organisasi dengan sukses memadukan teknologi, struktur, 
dan karakteristik-karateristik pribadi dengan faktor-faktor sosial menjadi kesatuan 
yang selaras dan berorientasi tujuan. 
- Lingkungan, struktur, dan efektivitas. Penilitian yang paling dini 
mengenai pengaruh lingkungan terhadap efektibitas organisasi ialah yang 
dilakukan oleh Burn dan Stalker (1961), yang menyimpulkan bahwa adanya 
pengaruh lingkungan timbullah 2 jenis sistem manajemen, yaitu (1) sistem 
organik dan (2) mekanistik. Mereka adalah pendukung determinisme lingkungan, 
yang berpendapat bahwa desain organisasi yang paling efektif ditentukan oleh 
faktor ekstern. Manajemen harus memahami baik-baik kondisi lingkungan, dan 
menyesuaikan struktur dan praktik organisasi untuk memenuhi dan 
memanfaatkan kondisi-kondisi lingkungan. Sistem manajemen organic ataukah 
sistem manajemen kanistik dapat efektif di tempat masing-masing asal sesuai 
lingkungannya. Chandler (1982) lebih memperhatikan pengaruh perubahan 
perubahan lingkungan terhadap efektivitas organisasi. 
Dari penilitiaanya disimpulkan bahwaperubahan lingkungan berpengaruh 
terhadap strategi; selanjutnya strategi berpengaruh terhadap struktur, dan 
akhirnya struktur berpengaruh terhadap perilaku. Dikatakan, bahwa tanpa 
penyesuaian struktur terhadap lingkungan hanya akan menjurus pada turunnya 
efisiensi ekonomi. 
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Mengenai hubungan antara lingkungan dengan efektivitas, akhirnya dapat 
dikemukakan di sini hasil penilitian Osborn dan Hunt (1974) yang menyimpulkan, 
bahwa efisiensi tergandung pada kemampuan organisasi untuk berunteraksi dan 
berhubungan dengan lingkungannya secara erat saling menguntungkan. 
- Motivasi dan imbalan. Motivasi adalah suatu proses yang 
membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku selama jangka 
waktu tertentu untuk mencapai tujuan. Banyak teori mengenai motivasi yang 
dikaitkan dengan perilaku dan pekerjaan, tetapi yang mengaitkan dengan 
keputusan pekerjaan untuk berproduksi dalam pekerjaan, ialah model prestasi. 
Menurut Porter dan Lawyer (1968), model ini ada dua kelompok faktor yang 
mendukung motivasi untuk berbuat, yaitu faktor individu dan faktor organisasi 
yang paling ialah kebutuhan, sedangkan dari faktor organisasi yang paling 
berpengaruh ialah faktor-faktor lainnya, seperti struktur, teknologi, gaya 
kepemimpinan, persepsi peran, dan budaya organisai. 
Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas 
organisasi sama dengan perstasi organisasi secara keseluruhan. Menurut 
pandangan ini, efektivitas organisasi diukur berdasarkan seberapa besar 
keuntungan yang diperolehnya. Dalam hal ini, misalnya keuntungan lebih besar, 
maka berarti organisasi makin efektif bila jumlah pengeluaran makin lama makin 
menurun. Dengan perkataan lain, menurut teori ini efektivitas organisasi 
ditentukan oleh efisiensinya (indrawijaya,1986:226) 
 Eztioni (dalam indra wijaya, 1986 :227) mengemukakan pendekatan 
pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya “System model” mencakup 4 
kriteria sebagai berikut: 
16 
 
a. Kriteria adaptasi ; dipersoalkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya 
b. Kriteria integrasi, pengukuran terhadap kemampuan suatu organisasi untuk 
menjadikan sosialisasi pengembangan, komunikasi dengan beberapa macam 
organisasi lainnya 
c. Kriteria motivasi anggota; dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai 
keterkaitan dan hubungan antara perilaku organisasi dengan organisasinya 
dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
organisasi 
d. Kriteria produksi; yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi di hubungkan 
dengan jumlah organisasi dan mutu keluaran organisasi serta intensitas 
kegiatan suatu organisasi.  
Efektivitas organisasi merupakan akhir baik atau buruknya suatu 
manajemen. Tanpa adanya efektivitas,kesejahteraan organisasi dan 
kemaunnya berada dalam bahaya. Para ahli manajemen sependapat bahwa 
efektivitas merupakan tugas utama suatu manajemen. Terdapat berbagai 
ukuran tentang efektif tidaknya suatu organisasi. Ada yang mengemukakan 
efektivitas itu sebagai mendapat keuntungan yang banyak, tetapi juga efektivitas 
itu diukur dengan jumlah barang atau kualitas pelayanan yang dihasilkan 
(streers 1985: 70). Para pengamat organisasi sering berasumsi bahwa untuk 
mengidentifikasi criteria penilaian efektivitas adalaah hal yang mudah, padahal 
kriteria itu sendiri sebenarnya tidak bisa diukur (intangible) (Streers, 1985, :70) 
Berdasarkan pandangan beberapa ahli organisasi manajemen mengenai 
konsepsi efektivitas organisasi, Adam indrawijaya (1986) menyimpulkan hal-hal 
sebagai berikut: 
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a. Menentukan efektivitas organisasi hanya menurut tingkat prestasi suatu 
organisasi adalah suatu pandangan yang terlalu menyederhanakan hakikat 
penilaian efektivitas prganisasi. Kita mengetahui bahwa tiap organisasi 
mempunyai beberapa sasaran dan diantaranya seriing terdapat persaingan. 
Persoalannya ialah bagaimana caranya mengembangkan suatu rangkaian 
atau kumpulan sasaran yang dapat dicapai dengan batasan sarana, sumber 
daya dan dana yang tersedia 
b. Tidak semua criteria sekaligus dapat digunakan untuk mengukur efektivitas 
organisasi. Keinginan untuk meningkatkan keuntungan, umpanya adapat 
menyebabkan seseorang terlalu optimis dalam hal potensi pemasaran. Ini 
serin menyebabkan timbulnya efek samping yaitu kurangnya perhatian 
terhadap usaha mempertahankan kelangsungan hidup organisasi 
c. Pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai 
criteria, seperti efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan 
perubahan adaptasi,integrasi, motivasi dan produksi dan sebagainya cara 
pengukuran seperti ini sering disebut” Multiple factor model” penilaian 
efektivitas organisasi. 
II.1.3. Pendekatan Dalam Pengujian Efektifitas Organisasi  
Robbins mengklasifikasikan empat pendekatan dalam mempelajari 
efektifitas organisasi, yaitu:  
a.   Pendekatan Pencapaian Tujuan (The Goal Attainment Approach). 
Pendekatan ini menunjukkan bahwa suatu efektifitas organisasi dinilai lebih 
pada kaitannya dengan tujuan akhir daripada dengan prosesnya. Kriteria 
yang umum digunakan dalam pendekatan ini adalah maksimasi laba. Dengan 
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demikian asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini seluruh kriteria yang 
digunakan harus dapat diukur (measureable). 
b.   Pendekatan Sistem (The System Approach). Pendekatan ini tidak 
menekankan pada tujuan akhir tetapi memasukkan seluruh kriteria dalam 
satu element dan masing-masing akan saling berinteraksi. Pendekatan 
sistem ini menekankan pada kelangsungan hidup organisasi untuk jangka 
waktu panjang.  
c.   Pendekatan Konstituen Strategis (The Strategic-Constituencies). 
Pendekatan ini menunjukkan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi 
yang dapat memuaskan keinginan para konstituen dalam lingkungannya. 
Masing-masing konstituen tersebut mempunyai keinginan yang berbeda-
beda. Pemilik berkeinginan untuk memperoleh return on investment yang 
tinggi, karyawan akan menginginkan kompensasi yang memadai, pelanggan 
menginginkan kemampuan membayar hutang, demikian juga dengan pihak-
pihak lainnya akan mempunyai keinginan yang unik.  
d.   Pendekatan nilai-nilai persaingan (The Competing-Value Approach). 
Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integratif dan lebih 
variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan  tergantung pada posisi 
dan kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi. 
 
 Sehubungan dengan tingkat variatif yang relatif tinggi, maka terdapat tiga 
perangkat dasar nilai-nilai, yaitu: 1) fleksibilitas versus pengendalian, 2) 
manusia versus organisasi, 3) proses versus tujuan akhir. 
Martani dan Hari Lubis (1987:55) mengungkapkan tiga pendekatan 
mengenai efektivitas organisasi yaitu:  
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1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari 
input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 
memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai 
dengan kebutuhan organisasi. 
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh 
mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses 
internal atau mekanisme organisasi. 
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada 
output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) 
yang sesuai dengan rencana. 
Dari ketiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa 
efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang mampu memberikan 
gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 
sasarannya. Seiring dengan hal tersebut Adam I Indrawijaya (1989:226) 
mengemukakan pula bahwa untuk menilai efektivitas suatu organisasi 
ada 3 (tiga) teori yang dikemukakan : 
1)Efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara 
keseluruhan. Menurut pandangan ini efektivitas organisasi dapat diukur 
berdasarkan berapa besar hasil/keuntungan yang didapatkan oleh 
organisasi tersebut; 
 2) Efektivitas organisasi dihubungkan dengan tingkat kepuasan anggota 
organisasi;  
3) Efektivitas organisasi mencakup aspek intern organisasi dan ekstern 
organisasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan 
keadaan sekeliling. 
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Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa efektivitas adalah suatu 
konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan 
suatu organisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan faktor biaya, 
tenaga, waktu, sarana dan prasarana serta tetap memperhatikan resiko dan 
keadaan yang dihadapi. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, 
efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai 
dengan yang telah direncanakan. 
II.2 Konsep Pajak 
II.2.1 Pengertian Pajak 
Seiring dengan perkembangan perekonomian indonesia akan diikuti pula 
dengan kebijakan kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan 
fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
S.I djajadiningrat dalam buku (perpajakan teori dan kasus : 1; 2013) adalah 
pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas 
Negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada 
jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan  
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Sedangkan Dr soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang 
berjudul “pajak berdasarkan asas gotong royong”  (perpajakan indonesia: 3; 
2013) menyatakan : pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang di 
pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum guna menutup biaya 
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 
umum” dari definisi di atas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak 
pada istilah “iuran wajib”, sisi lainnya yang berhubungan dengan kontrapretasi 
menekankan pada mewujudkan kotrapretasi itu diperlukan pajak 
Prof. Dr rochmat soemitro SH menayatakan Pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum  
Definisi tersebut disempurnakan, menjadi: 
Pajak adalah peralihan kekayan dari pihak rakyat kepada kas Negara 
untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public 
saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.  
Dari berdasarkan definisi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa ; 
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan 
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi 
individual oleh pemerintah 
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah 
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4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 
dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk mebiayai 
public investment 
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 
II.2.2 Fungsi Pajak 
Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 
dari berbagai definisi terlihat adanya dua fungsi pajak sebagai berikut : 
1. Fungsi penerimaan (budgeter) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 
pengeluaran pengeluaran pemerintah, sebagai sumber keuangan Negara, 
pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas 
Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun 
intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai 
jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan 
pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan 
(PBB), dan lain-lain 
2. Fungsi mengatur (regular) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
pemerintah dalam bidang keuangan. 
II.2.3 Syarat Pemungutan Pajak 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkanhambatan atau perlawanan, 
maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (mardiasmo : 
2011) : 
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1. Pemungutan pajak harus adil 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 
pelaksanaan pemungutan harus adil, adil dalam perundang-undangan 
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 
kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan 
memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan 
dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan 
pajak 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara 
maupun warganya. 
3. Tidak mengganggu perekonomian  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 
4. Pemugnutan pajak haru efisien 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi 
oleh undang-undang yang baru. 
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II.2.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 
Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak?Terdapat 
beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak 
kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain: 
1. Teori Asuransi 
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 
rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan 
sebagai suatu premiasuransi karena memperoleh jaminan perlindungan 
tersebut. 
2. Teori Kepentingan 
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 
kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar bajak yang 
harus dibayar. 
3. Teori Daya Pikul 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak 
harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk 
mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: 
 Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau 
kekayan yang dimiliki oleh seseorang. 
 Unsure subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan 
materiil yang harus dipenuhi. 
4. Teori Buktidasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan 
rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat 
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harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu 
kewajiban. 
5. Teori Asas Daya Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 
untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya 
kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 
masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh  masyarakat lebih 
diutamakan. 
II.2.5 Pengelompokan Pajak 
1. Menurut golongannya 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan 
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain 
Contoh : pajang penghasilan (PPh) 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 
 
 
2. Menurut sifatnya 
a.  Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak 
Contoh : Pajak penghasilan  
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
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Contoh :Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
3. Menurut lembaga pemungutnya 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerontah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara 
Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan 
atas barang mewah dan Bea Materai 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk mebiayai rumah tangga daerah. 
Pajak daerah terdiri atas  
- Pajak provinsi, Contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar 
kendaraan bermotor 
- Pajak kabupaten/kota, Contoh : Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak 
hiburan. 
Tarif Pajak 
Tarif pajak didefenisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan 
sebagai dasar perhitungan pajak . Aa 4 macam tarif pajak , yaitu 
(Mardiasmo) : 
1. Tarif Sebanding (Proporsional) 
Yaitu tarif berupa persentase tetap , terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak . 
2. Tarif Tetap 
Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap . 
3. Tarif Progresif 
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Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 
dikenai pajak semakin besar . Menurut kenaikan persentase taarifnya , tariff 
progresif dibagi menjadi 3 yaitu : 
a. Tarif Progresif-progresif Yaitu kenaikan persentase semakin besar 
b. Tarif Progresif Tetap Yaitu kenaikan persentase tetap 
c. Tarif Progresif Degresif Yaitu kenaikan persentase semakin kecil 
4. Tarif Degresif Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila 
jumlah yang dikenai pajak semakin besar . 
II.2.6 Pengertian Administrasi Perpajakan 
Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan, 
“administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau prosedur 
pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, 
Liberty Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan 
untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan Negara 
sebagaimana amanat APBN. De Jantscher (1997) seperti dikutip Gunadi, 
menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi 
terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan 
(tax policy) yang dianggap aik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses 
menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi 
perpajakan tidak mampu melaksanakannya. 
Menurut Carlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Gunadi, administrasi pajak 
dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah: 
1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers). 
Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil 
tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib 
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Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk 
menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan 
meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu 
diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak 
padahal sebenarnya potensial untuk itu. 
2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 
Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan 
Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers, misalnya 
dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak 
disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin 
dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa. 
3) Penyelundup pajak (tax evaders) 
Penyelundup pajak (tax evaders) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak 
lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundangundangan. 
Keberhasilan sistem self assessment yang memberi kepercayaan sepenuhnya 
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran Wajib 
Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan 
penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib 
Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan. 
4) Penunggak pajak (delinquent tax pavers). 
Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya 
pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan 
secara intensif. 
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 Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi 
masalahmasalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah 
dapat dikatakan baik sehingga Tax ratio akan meningkat. Dasar bagi 
terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-
prinsip manajemen modern yaitu Planning, Organizing, Actuating dan 
Controlling, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana 
sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, 
tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan 
penegakan hukum yang tegas dan konsisten. 
Menurut Gunadi, dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi 
perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran 
administrasi pajak yakni meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan 
melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan 
penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Mengutip de Jantscher (1996) 
dikemukakan bahwa “keadilan merupakan salah satu elemen yang dapat 
membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas sistem perpajakan dan 
selanjutnya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak.” 
Setelah memperoleh kepercayaan masyarakat serta pengertian dan dukungan 
rakyat banyak, administrasi pajak baru dapat dianggap sehat (sound).  
Toshiyuki (2001) seperti dikutip Gunadi menyatakan bahwa untuk mencapai 
hal tersebut, disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan seperti 
berikut:        
- Pertama, administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan 
negara. 
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- Kedua, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
transparan. 
- Ketiga, dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai 
ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan 
perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi.  
- Keempat, dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang 
adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan. 
- Kelima, mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan 
efektif. 
- Keenam, meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Ketujuh, 
memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha 
yang sehat masyarakat pembayar pajak. Kedelapan, dapat memberikan 
kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat. 
II. 2.7 Reformasi Administrasi Perpajakan 
Menurut Gunadi reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu  
- Reformasi kebijakan pajak (tax policy) yaitu regulasi atau peraturan 
perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi 
administrasi perpajakan. Reformasi administrasi memiliki tujuan utama 
untuk memberikan pelayanan kepada masakat dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya.  
- Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga 
transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran 
pembayaran dana dari pajak setiap saat bias diketahui. Yang ketiga, 
memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan 
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pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib 
Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.” 
Mengenai reformasi administrasi, Gerald E. Caiden (969) seperti dikutip oleh 
Soesilo Zuhar, mengemukakan bahwa reformasi administrasi didefiniskan 
sebagai: 
“the artificial inducement of administration transformation against 
resistance.” 
Definisi dari Caiden ini mengandung beberapa implikasi: 
 (1)reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia 
(manmade) tidak bersifat eksidental, otomatis maupun alamiah,  
(2) reformasi administrasi merupakan suatu proses, ( 
3) resistensi beriringan dengan proses reformasi administrasi. 
Menurut Chaizi Nasucha, reformasi administrasi perpajakan adalah 
penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, 
kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. 
Bird 
dan Jantscer (1992) seperti dikutip Chaizi Nasucha, mengemukakan bahwa 
agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan:  
1. Struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan 
administrasi,  
2. Strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan,  
3. Komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi 
perpajakan. 
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Tanzi dan Pallechio (1995) dalam Ott (2001) seperti dikutip Chaizi 
Nasucha berkenaan dengan elemen dasar reformasi administrasi perpajakan 
dinyatakan syarat-syarat sebagai berikut: 
1) komitmen politik yang berkelanjutan; 
2) staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka 
panjang; 
3) strategi yang tepat dan didefinisikan dengan baik karena tidak ada 
strategi yang cocok untuk semua negara; 
4) pendidikan dan pelatihan pegawai; 
5) tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup. 
 
Chaizi Nasucha menambahkan bahwa “reformasi administrasi perpajakan 
dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu untuk 
mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja 
organisasi.” Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara 
lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, 
pembelanjaan dan pelayanan publik. “Dalam ekonomi yang mulai berkembang, 
administrasi perpajakan harus difokuskan kepada wajib pajak besar secara 
maksimal dan memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil.” 
Dengan mendasarkan pada teori Caiden (1991), menurut Chaizi Nasucha, 
empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu: 
1) Struktur organisasi. 
Mengutip Adiwisatra (1998), dijelaskan Chaizi Nasucha bahwa struktur 
organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah 
ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub 
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unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif, dan 
jaringan komunikasi formal. 
2) Prosedur organisasi. 
Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan 
keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan 
pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang 
dilakukan secara teratur. 
3) Strategi organisasi. 
Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan 
tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang 
dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi 
dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu 
ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. 
 
4) Budaya organisasi. 
Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan 
dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan 
perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum 
yang dimiliki oleh anggota organisasi..  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 
2007 
Peraturan perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir adalah 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. Perubahan-perubahan yang terjadi tercermin dari 
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ketentuanketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. 
Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban, 
dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung bersama-sama 
melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk 
pembiayaannegara dan pembangunan nasional. 
2. Tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan 
kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib 
Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan 
nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 
pajak yang terutang 
II.2.8 Tata Cara dan Asas Pemungutan Pajak 
Tata cara pemungutan pajak  
a. Pemungutan pajak dapat dilakukkan berdasarkan 3 stesel: 
a. Stesel pajak 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang 
nyata)sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir 
tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 
Stesel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. 
Kebaikan stesel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. 
Sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada 
akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 
b. Stesel anggapan 
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Pengenaan oajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah 
dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 
berjallan. Kebaikan stesel ini pajak dapar dibayar selama tahun 
berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan 
kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada 
keadaan yang sesungguhnya 
c. Stesel campuran 
Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 
suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 
disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak 
menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka 
wajib pajak harus menambah. Dan begitu pula sebaliknya, jika lebih 
kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 
 Asas Pemungutan Pajak 
a. Asas domisili 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak 
yang bertempat tinggal di wilayahnya , baik penghasilan yang berasal dari 
dalam maupun dari luar negri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam 
negeri. 
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b. Asas Sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 
c. Asas Kebangsaan 
Pengenaan pajak ini dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 
 
II.2.9 Sistem Pemungutan Pajak 
a. Official assessment system 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh 
wajib pajak. 
Cirri-cirinya : 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus 
b. Wajib pajak bersifat pasif 
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
b. Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang 
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. 
Cirri-cirinya : 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
wajib pajak sendiri. 
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b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang. 
c. Fiskus  tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
 
c. With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
wajib pajak. 
Cirri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 
Hambatan pemungutan pajak 
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjjadi: 
1. Perlawanan pasif 
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan 
antara lain: 
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat 
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakakuanatau dilaksanakan dengan baik. 
 
2. Perlawanan aktif 
Perlwanan aktif meliputi semua dan perbuatan yang secaralangsung 
ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak 
Bentuknya antara lain: 
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a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 
melanggar undang-undang. 
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) 
II.3 Pajak Daerah 
Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secaralangsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Adapun subjek pajak tersebut yaitu orang pribadi atau 
badan yang dapat dikenakan pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau 
badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
II.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah 
1. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah 
2. Peraturan pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang tatacara pemberian dan 
pemanfaatan. Intensif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 
3. Peraturan pemerintah No 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak Daerah yang 
berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.  
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II.3.2  Jenis Pajak  
Pajak Daerah dibagi 2 bagian, yaitu: 
1. Pajak Provinsi terditi dari: 
a. Pajak kendaraan bermotor 
b. Bea balik nama kendaraan bermotor 
c. Pajak air permukaan, dan 
d. Pajak rokok 
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari; 
a. Pajak Hotel 
b. Pajak Restoran 
c. Pajak Hiburan 
d. Pajak Reklame 
e. Pajak Penerangan jalan 
f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan 
g. Pajak Parkir 
h. Pajak Air tanah 
i. Pajak sarang Burung Walet 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
 Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Provinsi, tetapi tidak 
berbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk 
daerah provinsi dan pajak untuk daerah kab/kota 
II.3.3 Bagi hasil Pajak Provinsi dan Pemungutan Pajak 
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Bagi hasil Pajak Provinsi 
1. Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi kab/kota di 
wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut; 
a. Hasil penerimaan Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 
bermotor diserahkan kepada kab/kota sebesar 30% 
b. Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan 
kepada kab/kota sebesar 70% 
c. Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kab/kota sebesar 70% 
d. Hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan kepada kab/kota sebesar 
50% 
2.   Khusus untuk penerimaan pajak air permukaan dari sumber ait yang berada 
hanya pada 1 wilayah kab/kota, hasil penerimaan pajak ait permukaan 
dimaksud diserahkan kepada kab/kota yang bersangkutan sebesar 80%, 
adapun bagian kab/kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan 
dan/atau potensi antar kab/kota. Adapun penetapannya ditetapkan dengan 
peraturan Daerah Provinsi. 
Pemungutan pajak 
Tata cara pemungutan pajak tersebut, pemungutan pajak dilarang 
diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang 
berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak 
berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan. Wajib pajak yang 
memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penerapan kepala Daerah 
dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau 
dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib 
pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan 
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menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) 
II.4  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
II.4.1 Dasar hukum  
Dalam Negara republik indonesia yang kehidupan rakyat dan 
perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam 
membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-
undang dasar 1945. 
Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari 
kekuasaan Negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang 
diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak. 
Dalam rangka penyedehanaan beberapa jenis pungutan atas tanah dan 
bangunan maka pungutan yang diatur dalam: 
- Ordonasi pajak rumah tangga 1908  
- Ordonasi verponding indonesia 1923  
- Ordonasi verponding 1928 
- Ordonasi pajak kekayaan 1932 
- Ordonasi pajak jalanan 1942 
Pasal 14 huruf j, huruf k, dan huruf l Undang-Undang darurat nomor 11 
pengganti 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah; Peraturan Pemerintah 
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Penganti undang-undang No 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (IPEDA) 
dan lain-lain Peraturan perundang-undangan sepanjang mengenai tanah dan 
bangunan “Dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan pungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB).” 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat didefinisikan adalah “Pajak Negara 
yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang 
nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 1994. 
II. 4. 2. Dasar Hukum Pemungutan PBB 
1. UU No. 6 Tahun 1983 diperbaharui dengan UU No. 16 tahun 2000 
tentang ketentuan Umum Perpajakan 
2. UU No. 12 tahun 1985 diperbaharui dengan UU No. 12 tahun 1994 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan diperbaharui lagi dengam UU no 
28 tahunb2009 
3.  PP No. 74 tahun 1998 tentang Nilai Jual Kena Pajak 
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 523 /KMK.01/1998 tentang 
PenentuanKlasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan 
Pajak 
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 tentang 
Petunjuk Teknis Penilaian Individual 
6. Keputusan direktur Jenderal pajak No.533 / PJ / 2000 tentang Petunjuk 
Pelaksana Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek 
Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan/atau 
pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak. 
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7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri 
nomor: 
  213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan 
II.4.2  Asas pajak bumi bangunan 
Asas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu : 
1. Memberikan kemudahahn dan kesederhanaan 
2. Adanya kepastian hukum 
3. Mudah dimengerti dan adil 
4. Menghindari pajak berganda 
II.4.3 Pengertian – Pengertian 
PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan objek yaitu bumi/tanah 
dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa membayar) tidak ikut menentukan 
besarnya pajak 
Bumi adalah permukaan bumi tubuh bumi yang ada di bawahnya. 
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, 
tambak, perairan) serta laut wilawayh Republik Indonesia 
Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau dilekatkan secara 
tetap pada tanah atau perairan. 
Termasuk pengertian bangunan adalah : 
a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan. 
b. Jalan tol 
c. Kolam renang 
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d. Pagar mewahtempat olah raga 
e. Galangan kapal, dermaga. 
f. Taman mewah 
g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 
h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak(SPTOP) Surat yang digunakan oleh 
wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang-undang 
pajak Bumi dan Bangunan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPTPT) Surat yang digunakan 
oleh direktorat pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada 
wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang) berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) wajib 
pajak. 
II.4.4 Nilai Jual Objek pajak 
Adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 
secara wajar, atau ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain 
yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek pajak pengganti. 
Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi: 
1. Objek pajak sektor Pedesaan dan Perkotaan 
2.  Objek Pajak sektor Perkebunan 
3 . Objek pajak sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak 
Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta izin Sah lainnya 
selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. 
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4.  Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 
Industri 
5.  Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 
6.  Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi 
7.  Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi 
Panas Bumi dan Galian C 
8.   Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C 
9.   Objek pajak Sektor Pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak Karya 
atau Kontrak Kerjasama 
10. Objek pajak usaha bidang perikanan laut 
11. Objek Pajak usaha bidang perikanan darat 
12. Objek Pajak yang bersifat Khusus 
II.4.5 Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan 
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang 
besarnya ditetapkan selama tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan , kecuali 
untuk daerah tertentu ditetapkan selama tiga tahun sekali sesuai dengan 
perkembangan daerahnya.  
Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan UUPBB adalah 
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar , 
dan apabila tidak terdapat transaksi jula beli , Nilai Jual objek Pajak (NJOP) 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai 
perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti . 
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Sesuai dengan keputusan Menkeu No 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan 
Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah mengatur pokok-pokok sebagai 
berikut : 
a. Standar Investasi adalah jumlah yang diinvestasikan untuk suatu 
pembangunan dan/ atau penggalian sumber daya alam atau biaya 
tertentu yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja , bahan dan 
alat , mulai dari awal pelaksanaan sampai dengan tahap produksi . 
b. Objek Pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak , bentuk , 
peruntukkan , dan atau penggunaannya meliputi karakteristik khusus . 
c. Dalam hal ini objek pajak yangnilai jual permeternya lebih besar dari 
ketentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terjadi di lapangan 
digunakan sebagai dasar pengenaan PBB 
d. Objek Pajak sector Pedesaan dan Perkotaan yang bersifat khusus , Nilai 
Jual Obej Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang 
diperoleh dari hasil penilaian secara massal .  
e. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sector perkebunan , kehutanan , 
pertambangan serta usaha bidang perikanan , peternakan dan perairan 
untuk areal produksi dan/atau areal produksi ditentukan berdasarkan nilai 
jual permukaan bumi dan bangunan ditambah dengan nilai investasi . 
f. Untuk objek pajak tertentu yang bersifat khusus , Nilai Jual Objek 
Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh 
penjual fungsional yang dinilai secara fungsional . 
 Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 
serendahrendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak 
47 
 
. Sedangkan besarnya terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tariff 
pjak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). 
PBB = Tarif Pajak x NJKP atau 
PBB = 0.3% x {Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)} 
FORMULASI PERHITUNGAN PBB P2 
PBB P2 dipungut berdasarkan pada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam pasal 81 diatur bahwa “ 
besaran PBB P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagai 
mana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimakud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5)”. Dari 
aturan tersebut perhitungan besarnya PBB P2 terutang dapat diformulasikan 
sebagai berikut :  
PBB P2 terutang = Tarif x (NJOP – NJOPTKP) 
Dari formulasi tersebut dapat dijelaskan bahwa besarnya PBB P2 terutang 
ditentukan oleh besarnya Tarif Pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan Nilai 
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Tarif pajak, sebagai mana diatur 
dalam pasal 80 UU PDRD, ayat (1) diatur bahwa “ Tarif Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol 
koma tiga persen)”. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa besarnya tarif PBB P2 
diatur dengan Peraturan Daerah. Dari aturan tersebut dapat dinyatakan bahwa 
penentuan tarif PBB P2 tidak lagi merupakan tarif tunggal, artinya Pemerintah 
Daerah bersama-sama dengan DPRD dapat menetapkan beberapa macam tarif, 
asal tidak melampaui 0,3% sebagai tarif tertinggi. 
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Gambar II.1 
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU PDRD, sebagaian besar pemerintah 
daerah menetapkan tarif bervariasi yaitu sebesar 0,1% untuk objek pajak dengan 
NJOP kurang dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan sebesar 0,2% untuk 
objek pajak dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Hal ini 
ditetapkan semata-mata agar tidak terjadi perubahan penetapan PBB yang 
terlalu drastis dengan yang telah ditetapkan semasih PBB menjadi pajak pusat. 
Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian tarif, dengan 
peraturan daerah, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian 
masyarakat. Misalnya untuk kebutuhan peningkatan produksi pertanian sehingga 
tanah yang dipergunakan sebagai lahan pertanian ditetapkan tarif yang paling 
rendah, untuk lahan yang dipergunakan sebagai rumah tempat tinggal ditetapkan 
tarif menengah, sedangkan untuk tanah-tanah yang dipergunakan untuk 
komersial lainnya seperti perdagangan, perkantoran, industri ditetapkan tarif 
paling tinggi dan seterusnya. Sehingga dalam satu daerah kabupaten/kota 
terdapat beberapa macam tarif. 
 
formula penghitungan besarnya PBB-P2 
UU PBB : Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) 
• : 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) 
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• : 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) 
UU PDRD : Tarif x (NJOP-NJOPTKP) 
• : Maks. 0,3% x (NJOP-NJOPTKP) 
 
Penghitungan PD PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah 
berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD 
a. PD PBB P2 objek tanah dan perumahan 
1). tanah tanpa bangunan seluas 250 m2, dibangun rumah berlantai satu 
seluas 100 m2 dan bangunan NJOP bumi permeter ditetapkan 5.625.000/m2 
dan NJOP bangunan ditetapkan 1.200.000,-/m2.  
Peraturan Daerah menetapkan tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar 
0,3% dan NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,-, 
-  Penghitungan PBB P2 terutang objek tanah kosong sebagai Pajak Daerah: 
1. NJOP Bumi = 250 x 5.625.000 = Rp.1.406.250.000,- 
2. NJOP Bangunan = 0 = 0 
3. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp.1.406.250.000,- 
4. NJOPTKP Bangunan = 0 
PBB yang terutang= 0.3% x Rp.1.406.250.000,- =Rp. 4.218.750,- 
2) tanah dengan luas 500 m2, NJOP: Rp.5.625.000/m2 dan diatas tanah 
tersebut telah berdiri bangunan 2 lantai dengan luas 500 m2, dengan NJOP : 
Rp.2.000.000/m2. jumlah AC Split 10 buah,harga Rp.5.000.000/buah, listrik 
terpasang 30.000 Watt,nilai 2.200/watt, perkerasan halaman 200 m2,nilai 
Rp.300.000/m2 sumur bor 30 m,nilai Rp.25.000/m, panjang pagar batu bata 100 
m tinggi 2,5 m, nilai Rp.50.000/m, penangkal petir nilai Rp.1.500/m2.  
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Peraturan Daerah menetapkan tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar 
0,2% dan NJOPTKP ditetapkan Rp.12.000.000,- 
 
- Penghitungan NJOP Bangunan 
Nilai Bangunan induk 500 m2 x Rp.2.000.000,- = Rp.1.000.000.000,- 
AC Split 10 x Rp.5.000.000,- = Rp. 50.000.000,- 
Perkerasan halaman 200 m2 x Rp.300.000,- = Rp. 60.000.000,- 
Sumur Artesis 30 m x Rp.25.000,- = Rp. 750.000,- 
Penangkal petir 500 m2 x Rp. 1.500,- = Rp. 750.000,- 
Pagar batu bata 100 m x Rp.50.000,- = Rp. 5.000.000,- + 
Jumlah Nilai bangunan sebelum disusutkan = Rp.1.116.500.000,- 
Penyusutan 3 % x Rp.1.116.500.000,- = Rp. 33.495.000,- - 
Nilai bangunan setelah disusutkan = Rp.1.082.005.000,- 
Listrik 30.000 w x Rp.2.200,- = Rp. 66.000.000,- + 
Nilai bangunan = Rp.1.148.005.000,- 
Nilai permeter Rp.1.148.005.000:500 = Rp. 2.296.010,- 
Nilai setelah konversi Rp. 2.200.000/m2 
Perhitungan PBB P2 terutang tanah dan rumah sebagai Pajak Daerah : 
1. NJOP Bumi = 500 x 5.625.000,- = Rp.1.406.250.000,- 
2. NJOP Bangunan = 500 x 2.200.000,- = Rp.1.100.000.000,- 
3. NJOPTKP bangunan = Rp. 12.000.000,- 
4. NJOP Bangunan sbg dasar pengenaan PBB(2-3) = Rp.1.088.000.000,- 
5. NJOP sebagai dasar penghitungan PBB(1+4) = Rp.2.494.250.000,- 
PBB yang terutang = 0,2% x Rp.2.494.250.000,- =Rp. 4.988.500,- 
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b. PD PBB P2 objek Perkantoran 
PT ABC memiliki gedung perkantoran dengan spesifikasi sebagai berikut : 
- Luas tanah 12.500 m2, NJOP Rp. 2.000.000,-/m2 
- Bangunan 20 lantai termasuk basement luas 50.000 m2, NJOP 
Rp.5.000.000,-/m2 
- Bangunan parkir 5 lantai luas 10.000 m2, NJOP Rp.4.500.000,-/m2 
- Luas perkerasan halaman 2.000 m2, NJOP Rp.150.000,-/m2 
- Listrik 150 kv , Nilai Rp.2.200,-/watt 
- Bangunan utama menggunakan AC sentral, NilaiRp.100.000,-/m2 
- Panjang pagar batu bata 140m, tinggi 2 m, nilai Rp.50.000,-/m2 
- Sumur artesis 150 m nila Rp.100.000/m 
Apabila Pemerintah Daerah menetapkan tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan 
sebesar 0,2%(nol koma dua persen) dan NJOPTKP ditetapkan Rp.12.000.000,-  
- Penghitungan NJOP Bangunan 
Nilai Bangunan induk 50.000 m2 x Rp.5.000.000,- = Rp.250.000.000.000,- 
Nilai Bangunan parkir 10.000 m2 x Rp. 4.500.000,- = Rp. 45.000.000.000,- 
AC Sentral 45.000m2 x Rp.100.000,- = Rp. 450.000.000,- 
Perkerasan halaman 2.000 m2 x Rp.150.000,- = Rp. 300.000.000,- 
Sumur Artesis 150 m x Rp.100.000,- = Rp. 15.000.000,- 
Penangkal petir 500 m2 x Rp. 1.500,- = Rp. 750.000,- 
Pagar batu bata 100 m x Rp.50.000,- = Rp. 5.000.000,- + 
Jumlah Nilai bangunan sebelum disusutkan = Rp. 1.116.500.000,- 
Penyusutan 3 % x Rp.1.116.500.000,- = Rp. 33.495.000,- - 
Nilai bangunan setelah disusutkan = Rp. 1.082.005.000,- 
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Nilai bangunan setelah disusutkan = Rp. 1.082.005.000,- 
Listrik 30.000 w x Rp.2.200,- = Rp. 66.000.000,- + 
Jumlah Nilai bangunan = Rp. 1.148.005.000,- 
Nilai permeter Rp.1.148.005.000:500 = Rp. 2.296.010,- 
Nilai setelah konversi Rp. 2.200.000/m2 
 
Perhitungan PBB P2 terutang objek perkantoran sebagai Pajak Daerah: 
1. NJOP Bumi = 500 x 5.625.000 = Rp.1.406.250.000,- 
2. NJOP Bangunan = 500 x 2.200.000 = Rp.1.100.000.000,- 
3. NJOPTKP bangunan = Rp. 12.000.000,- 
4. NJOP Bangunan sebagai dasar pengenaan PBB(2-3) = 
Rp.1.088.000.000,- 
5. NJOP sebagai dasar penghitungan PBB(1+4) = Rp.2.494.250.000,- 
PBB yang terutang 2010 = 0,2% x Rp.2.494250.000,- =Rp. 4.988.500,- 
 
Penghitungan PBB P2 terutang objek apartemen sebagai Pajak Daerah: 
1. NJOP Bumi = 0 = 0 
2. NJOP Bangunan = 70 x Rp. 4.500.000,- = Rp. 315.000.000,- 
3. NJOP Bumi bersama = 17 x Rp.20.000.000,- = Rp. 340.000.000,- 
4. NJOP Bangunan bersama= 5 x Rp. 4.500.000,- = Rp. 22.500.000,- 
5. NJOPTKP Bangunan = Rp. 12.000.000,- 
6. NJOP bangunan untuk penghitungan PBB((2+4)-5) = Rp. 325.500.000,- 
7. NJOP Total untuk penghitungan PBB(3+6) = Rp. 665.500.000,- 
PBB yang terutang = 0.3% x Rp.665.500.000,- = Rp. 1.996.500,- 
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- Nilai  jual  untuk  bangunan  sebelum  diterapkan  tarif  pajak  dikurangi  
terlebih  dahulu  dengan  Nilai  Jual  Tidak  Kena  Pajak  sebesar  Rp  
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 
Contoh : 
Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa : 
0 m2 dengan harga jual Rp 300.000,00/m2; 
 
 
-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual 
Rp 175.000,00/m2. 
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut : 
1.  NJOP Bumi : 800 x Rp 300.000,00  = Rp  420.000.000,00 
2.  NJOP Bangunan  
a.  Rumah dan Garasi 
400 x Rp 350.000,00    =  Rp 140.000.000,00 
b.  Taman 
200 x Rp 50.000,00  =  Rp   10.000.000,00 
c.  Pagar 
( 120 x 1,5 ) x Rp 175.000,00  =  Rp  31.500.000,00 + 
Total NJOP Bangunan   =  Rp 181.500.000,00 
Nilai Jual Objek Pajak  
Tidak Kena Pajak  =  Rp   10.000.000,00 – 
Nilai Jual bangunan Kena Pajak  =  Rp 171.500.000,00 + 
3.  Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak  =  Rp 411.500.000,00 
4.  Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam 
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Peraturan Daerah 0,3% 
5.  PBB terutang:  
0,3% x Rp 411.500.000,00  =  Rp 1.234.500,00 
II.4.6 Objek dan Subjek Pajak 
Objek Pajak 
1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan 
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah 
pengelempokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan 
sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang 
terutang. 
Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan factor-faktor sebagai 
berikut : 
a. Letak 
b. Peruntukan 
c. Pemanfaatan 
d. Kondisi lingkungan dan lain-lain 
Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan factor-faktor sebagai 
berikut: 
a. Bahan yang digunakan 
b. Rekayasa 
c. Letak 
d. Kondisi lingkungan dan lain-lain 
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3. Pengecualian objek pajak 
Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek 
pajak yang : 
a. Dikungakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk 
mencari keuntungan, antara lain : 
1) Di bidang ibadah 
2) Di bidang kesehatan 
3) Di bidang pendidikan 
4) Di bidang social 
5) Di bidang kebudayaan nasional 
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 
dengan itu 
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang 
belum dibebani suatu hak 
d. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsultat berdasarkan asas 
perlakuan timbale balik. 
e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang di 
tentukan oleh menteri keuangan  
4. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan 
pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.  
5. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan 
untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tingginya Rp 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Apabila 
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seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek pajak, yang diberikan 
NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan 
Objek pajak lainnya  
6. Tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. 
Subjek Pajak 
Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, 
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh suatu manfaat atas 
bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan 
merupakan bukti peemilikan hak. Dalam pengertian diatas dapat diartikan / 
disumpulkan bahwa subjek pajak terdiri dari; 
 Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau bangunan. 
 Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau bangunan. 
 Memiliki, menguasai atas bumi, dan/atau bangunan. 
 Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan 
II.5 Kepatuhan Perpajakan 
 Menurut kamus umum bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk 
atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat 
memberimemberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan keratin 
atau tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib 
pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta 
melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
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 Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Moh Zain (2004) sebagai 
“suatu iklim kepatuhan dan kesadaranpemenuhan kewjiban perpajakan, 
tercermin dalam situasi dimana :  
- Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan 
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar 
- Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya 
Menurut Chaizi Nassucha, kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan 
dari: 
- Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 
- Kepatuhan untuk menyetorkan kembali urat pemberitahuan 
- Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 
- Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.. 
Maka, pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib 
pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang 
berlaku suatu Negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan 
taat,tidaksama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar dalam jumlah 
besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal etoran 
pajak yang dibayarkan kepada kas Negara karena pembayaran pajak terbesar 
sekalipun belum tentu memenuhi criteria ebagai wajib pajak yang patuh, 
meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki 
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tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapa diberi 
predikat wajib 
II.6 Kerangka Pikir 
pemungutan pajak (Self Assessment) dapat diukur melalui tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, Menurut Chaizi 
Nasuha (2004), dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur Kepatuhan 
Wajib Pajak yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Hal ini berhubungan 
dengan beberapa teori dan konsep efektivitas, yakni Pendekatan Efektivitas yaitu 
Pendekatan Sasaran (Output) dilihat dari Aspek yuridis yang terdiri dari 
Pendaftaran WP, pelaporan SPT, penghitungan pajak, dan pembayaran pajak. 
Dimana aspek ini lebih mengukur sampai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak 
dalam membayar pajak. Kerangka pemikiran digambarkan secara sederhana 
sebagai berikut :   
Kerangka Pikir 
   Gambar II.2 
 
 
 
 
Gambar II.2 Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1 Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana 
dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahka 
penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui 
efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di DISPENDA kota Makassar  
III.2 Tipe Penelitian 
Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang berarti berupaya 
menggambarkan secara umum tentang masalah yang di teliti, tentang efektivitas 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di DISPENDA kota Makassar  
III.3 Unit Analisis 
Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, yakni DISPENDA kota 
Makassar  dimana berfokus pada aparat / pegawai yang terlibat dalam 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penentuan unit analisis ini untuk 
mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di DISPENDA 
kota Makassar  
III.4 Narasumber atau Informan 
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya 
orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 
penelitian. Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan 
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informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan 
yang sedang dikaji. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut: 
1.  Kepala UPTD PBB 
2. Kepala Staf UPTD PBB 
3. Penanggungjawab Kecamatan UPTD PBB 
III.5 Jenis dan Sumber Data 
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata da tindakan 
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data 
hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu : 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu 
informan yang yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi 
yang relevan dan sebenarnya di lapangan melalui wawancara. 
2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari litelatur-
litelatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
III.6 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan 
data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti 
menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data yaitu : 
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1. Wawancara 
Menurut Miles dan Huberman, wawancara (interview) adalah kegiatan 
yang dilakukan pada saat konteks yang dianggap tepat guna dalam 
mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berkalikali 
secara frekuentatif sesuai dengan keperluan peneliti tentang kejelasan masalah 
penelitian yang difokuskannya. Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu 
mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan 
pemahamannya. 
2. Observasi 
Observasi yakni pencatatan yang sistematis terhadapa gejala-gejala yang 
diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh 
keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti yang terkait dengan 
efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di DISPENDA kota Makassar  
3. Dokumentasi 
Telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku 
referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini 
guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dngan penelitian yang penulis 
lakukan. 
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III.7 Teknik Analisis Data 
Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari 
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 
dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam  
melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang 
dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk 
menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang 
diharapkan. 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyerderhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data 
(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan 
tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. 
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 
bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam 
pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan 
dalam tabel ataupun uraian penjelasan. 
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion 
drawing/verivication), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan 
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secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-
catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validi 
III.8 Fokus Penilitian  
 Fokus penilitian kali ini untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas 
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Di DISPENDA 
Kota Makassar. 
a. Wajib pajak terdaftar 
Pendataan wajib pajak berdasakan NPWP yang didapatkan ketika 
mendaftarkan diri 
 
b. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan  
Mengetahui seberapa banyak pembayar pajak yang akan di bayar oleh 
wajib pajak dalam SPT yang disetorkan 
 
c. Tidak ada penyelundupan pajak 
Pembayaran yang diberikan tidak sesuai dengan perhitungan instansi 
dan surat pemberitahuan yang di setorkan sebelumnya 
 
d. Pembayaran penugnggakan pajak 
Pembayaran pajak yang jatuh tempo atau tidak sesuai dengan tanggal 
yang diberikan oleh instansi yang terkait, dan diberikan bunga setiap 
bulan ketika belum membayar atau melunasinya 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
IV.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
IV.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kota madya Tingkat II 
Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah 
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wilikota madya Nomor 
155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas 
Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.Dengan 
adanya kekputusan Walikotamadya Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang 
Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran 
Mentri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur 
Mentri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 
1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah 
Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan 
namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit 
yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, 
Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua Sub-sub Dinas dalam 
unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur 
dan dimasukan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung 
Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi 
Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya 
Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
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IV.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
a. Visi DISPENDA Kota Makassar 
Dinas Pendapatan, Prima dalam Pelayanan dan Unggul dalam pengelolaan   
Pendapatan Daerah. 
b. Misi DISPENDA Kota Makassar : 
1. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal 
2. Menyempurnakan system pengelolaan PAD 
3. Meningkatkan kordinasi 
4. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah 
5. Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah 
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia 
7. Melakukan evaluasi secara berkala 
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai , dan 
9. Meningkatkan penyuluhan , pelayanan , dan pengawasan agar 
terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi 
IV.1.3 Struktur Orgaanisasi DISPENDA Kota Makassar 
Struktur organisasi Dinas Pendapatan kota Makassar terdiri dari : 
1. Kepala Dinas 
2. Bagian Tata Usaha Membawahi dua sub bagian 
 yang terdiri dari :  
a. Sub Bagian Umum .  
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
3. Bidang Pendataan Membawahi dua sub bagian 
 yang terdiri dari:  
a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan .  
66 
 
b. Seksi Dokumentasi dan Pusat Data Elektronik (PDE) 
4. Bidang Penetapan Membawahi dua sub bagian  
yang terdiri dari :  
a. Seksi Analisa dan Perhitungan . 
b. Seksi Penerbit SKAPD/SKPR 
5. Bidang Penagihan dan Pembukuan Membawahi dua sub bagian  
yang terdiri dari : 
 a. Seksi Penagihan .  
b.Seksi Pembukuan 
6. Bidang Pengembangan, Peningkatan Pendapatan dan Pengendalian 
Membawahi   dua sub bagian 
 yang terdiri dari: 
 a. Seksi Pengembangan ,Peningkatan Pendapatan dan Pengendalian .  
b. Seksi Evaluasi, Hukum dan Perundang-undangan . 
7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)\ 
 
IV.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kota Makassar 
1. Tugas pokok 
Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu 
merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelolah serta mengkoordinir 
kebijakan bidang pendapatan daerah. 
2. Fungsi 
Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut. 
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan 
serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah; 
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b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan 
pendapatan daerah; 
c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang 
pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan 
pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, 
pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan 
galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah 
lainnya; 
d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang 
bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi; 
e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; 
g. Pembinaan unit pelaksana teknis. 
Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kota Makassar 
1. Kepala Dinas 
Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan 
mengendalikan tugas desentrasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang 
pendapatan. 
2. Sekretariat 
Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris dibawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan 
pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas 
Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas. 
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Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengelolaan kesekretariatan; 
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; 
c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD; 
d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; 
e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga; 
f. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas   
Pendapatan; 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola 
administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas. 
Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum 
dan Kepegawaian; 
b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi 
surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan 
surat sesuai bidang; 
c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas; 
d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; 
e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar; 
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f. Menghimpun dan mengsosialisasikan peraturan perundang-undangan di 
bidang kepegawaian dalam lingkup dinas; 
g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang 
kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan; 
h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan 
bidang tugasnya; 
i. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar; 
j. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja 
masing-masing; 
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;. 
4. Subbagian Keuangan 
Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan 
melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian 
Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan; 
b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 
c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari 
masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi 
perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas; 
d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi 
perbendaharaan dinas; 
e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi dari masing-masing satuan kerja; 
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f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan 
Subbagian Perlengkapan; 
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
5. Subbagian Perlengkapan 
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 
melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi 
semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas 
Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan; 
b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas; 
c. Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 
Sekretariat dan Bidang-bidang; 
d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB); 
e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU); 
f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan 
bahan penyusunan APBD; 
g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas 
Pendapatan; 
h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang 
barang inventaris daerah; 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan 
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Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam 
melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya; 
b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, 
keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan; 
c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak; 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
 
7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir 
Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam 
melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya; 
b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, 
keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir; 
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c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak; 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;pengelolaan 
administrasi urusan tertentu. 
8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah 
Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, 
penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. 
Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya; 
a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, 
keberatan,penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi 
Daerah; 
b. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak; 
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;  
d. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
 
9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan 
Bagi Hasil. 
Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan 
Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, 
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merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, 
pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam 
melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan 
Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak 
Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya; 
b. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi; 
c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi 
pajak-pajak dan retribusi; 
d. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya; 
e. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi; 
f. Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 
h. Pengelolaan administrasi urusan 
 
IV.1.5  Uraian Tugas Jabatan Struktural  
1. Kepala Dinas 
Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan 
mengendalikan tugas desentrasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang 
pendapatan. 
2. Sekretariat 
Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris dibawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan 
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pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas 
Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengelolaan kesekretariatan; 
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; 
c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD; 
d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; 
e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga; 
f. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas 
Pendapatan; 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola 
administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas. 
Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum 
dan Kepegawaian; 
b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi 
surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan 
surat sesuai bidang; 
c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas; 
d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; 
e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar; 
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f. Menghimpun dan mengsosialisasikan peraturan perundang-undangan di 
bidang kepegawaian dalam lingkup dinas; 
g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang 
kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan; 
h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan 
bidang tugasnya; 
i. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar; 
j. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja 
masing-masing; 
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
4. Subbagian Keuangan 
Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan 
melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian 
Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan; 
b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah; 
c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari 
masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi 
perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas; 
d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi 
perbendaharaan dinas; 
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e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi dari masing-masing satuan kerja; 
f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan 
Subbagian Perlengkapan; 
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
5. Subbagian Perlengkapan 
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 
melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi 
semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas 
Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan; 
b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas; 
c. Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 
Sekretariat dan Bidang-bidang; 
d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB); 
e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU); 
f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan 
bahan penyusunan APBD; 
g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas 
Pendapatan; 
h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang 
barang inventaris daerah; 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan 
Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam 
melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya; 
b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, 
keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan; 
c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak; 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir 
Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam 
melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya; 
b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, 
keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir; 
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c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak; 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;pengelolaan 
administrasi urusan tertentu. 
8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah 
Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, 
penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. 
Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi 
Daerahmenyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya; 
b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, 
keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi 
Daerah; 
c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak; 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah 
dan Bagi Hasil Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, 
Pajak 
Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan 
Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, 
merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, 
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pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam 
melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan 
Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak 
Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya; 
b. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi; 
c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi 
pajak-pajak dan retribusi; 
d. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya; 
e. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi; 
f. Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 
h. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
 
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan (UPTD PBB) 
1. Visi dan Misi UPTD PBB 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB 
P2) di Kota Makassar dilaksakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 
melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan (UPTD PBB).  
Adapun visi UPTD PBB, yaitu: Menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang 
menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, 
dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi 
dengan berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik. 
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Misi Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan (UPTD 
PBB), yaitu sebagai berikut. 
a. Meningkatkan penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang 
Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui sistem administrasi 
perpajakan yang efektif dan efisien. 
b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat. 
c. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi. 
d. Menjalin jejaring kerja (networking) dan koordinasi secara sinergis di 
Bidang Pendapatan Daerah. 
 
Tugas Koodinator UPTD PBB 
A.  Bagian pengelolahan data informasi 
a) Mengkoordinasikan urusan penatausahaan data masukan dan 
keluaran, pengelolaan data dan penyajian informasi dengan cara 
pembentukan dan pemeliharaan master file, perekaman, up dating, back 
up, transfer, recovery, dan analisa serta memproduksi data keluaran 
dalam rangka analisis dan penyajian informasi Pajak Bumi dan 
Bangunan; 
b) Melakukan pengolahan data yang didapatkan dari pengumpulan data 
dari kecamatan dan kelurahan yang dikirim dari fungsi pendataan dan 
penilian; 
c) Mengoreksi hasi pengolahan data yang disajikan dalam bentuk 
cetakan (print out) computer dan meng-upload data/informasi ke 
computer (Bank Data Lokal); 
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d) Mengimput data/mengirimkan data/informasi dalam bentuk cetakan 
(print out) computer/CD-Rom/diket/tape/intranet/media lainnya kepada 
Kepala UPTD PBB; 
e) Melaksanakan kegiatan perekaman data, memproduksi Daftar Hasil 
Rekaman (DHS), validasi Daftar Hasil Rekaman (DHS, up dating, back 
up); 
f) Memantau pelaksanaan pembentukan master file dengan cara meneliti 
dan menandatangani Buku Register Pengawasan Pengelolan Data; 
g) Menerima data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dari funsi 
pendataan dan penilaian serat dari seksi penetapan sebagai bahan 
pemeliharaan master file; 
h) Mengkoordinasikan kegiatan produksi data keluaran antara lain 
berupa: Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan 
(DBKB), SPPT, STTS, SKP, STP, DHKP, SK Pemberian Pengurangan, 
SK Penyelesaian Keberatan, SK Pembetulan/Pembatalan SPPT/SKP/ 
STP, hasil pembetulan DHKP, STTS serta data keluaran lainnya yang 
diperlukan; 
i) Melaksanakan kegiatan perekaman Rekapitulasi Laporan Mimgguan 
Penerimaan (RLMP) Pajak Bumi dan Bangunan dan perekaman tanda 
terima SPPT/SKP/STP; 
j) Melaksanakan tugas pencetakan data himpunan data sisa pajak 
terutang Bumi dan Bangunan sebagai bahan penerbitan surat Tagihan 
Pajak (STP); 
k) Membuat laporan berkala fungsi pengelolaan data dan informasi serta 
menyampaikannya kepada Kepala UPTD PBB. 
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B.  Bagian pendataan dan penilaian 
a) Mengkoordinasikan pendataan objek dan subjek, penilaian objek pajak, 
dan pengumpulan data potensi pajak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
b) Melaksanakan kegiatan penelitian pendahuluan dan menerima hasil 
penelitiannya; 
c) Menerima hasil kegiatan penelitian pendahuluan yag dilaksanakan oleh 
pelaksana penilaian PBB yang telah didisposisis oleh Kepala Tatat Usaha 
UPTD PBB berdasarkan renana kerja yang dibuat fungsi pendatan dan 
penilaian; 
d) Melakukan pemutakhiran data untuk melaksanakan urusan 
pendaftaran objek dan subjek PBB; 
e) Melakukan pemutakhiran data untuk mengidentifikasi objek dan subjek 
PBB yang akan didata, dan berkoordinasi dengan fungsi penetapan 
dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi; 
f) Menerima, meneliti, dan menyampaikan konsep surat teguran Kepala 
UPTD PBB kepada Wajib Pajak yang belim mengembalikan SPOP; 
g) Menugaskan fungsi pelaksana pemutakhiran data untuk membuat
 daftar Wajib Pajak yang akan diterbitkan SKP; 
h) Menerima, meneliti, menandatangani, dan menyampaikan daftar Wajib 
Pajak yang akan diterbitkan SKP dan menyampaikan kepada fungsi 
penetapan; 
i) Menatausahakan hasil pendaftaran objek dan subjek PBB, dan 
menyerahkannya kepada seksi pemgolahan data dan informasi sebagai 
bahan penyususan master file; 
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j) Melakukan pemutakhiran data untuk menghimpun perubahan bidang 
objek pajak dari kegiatan Pelayanan Satu Tempat (PST) serat melakukan 
pemutakhiran peta SIG;  
k) Membuat laporan dan meneliti hasil kegiatan pemutakhiran peta SIG 
serat menyampaikan laporannya kepada Kepala UPTD PBB; 
l) Menyampaikan laporan berkala fungsi pendataan dan penilaian kepada 
Kepala UPTD PBB. 
c. Bagian keberatan dan pengurangan 
a) Menerima surat pengajuan keberatan, pengurangan, dan banding 
untuk mengadakan penelitian administrasi atas data wajib pajak yang 
mengajukan keberatan yang sudah didisposisi Kepala Tata Usaha UPTD 
PBB; 
b) Mengkoordinasikan penyelesaian keberatan, pengurangan, uraian 
banding, pengurangan sanksi administarsi serta pemeriksaan sederhana 
atas permohonan keberatan dan pengurangan PBB, serta pengurangan 
sanksi PBB sesuai ketentuan yang berlaku; 
c) Membuat daftar pelaksana keberatan, pengurangan dan banding wajib 
pajak yang mengajukan keberatan yang perlu diteliti di lapangan; 
d) Meneliti dan memparaf permohonan pengajuan keberatan, 
pengurangan, dan banding wajib pajak dan menyampaikannya kepada 
Kepala Tata Usaha UPTD PBB; 
e) Membuat konsep surat pengantar untuk mengirimkan surat 
permohonan keberatan, pengurangan, dan banding wajib pajak yang 
sesuai aturan dan kewenangan yang harus di teruskan kepada Kepala 
UPTD PBB; 
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f) Menyampaikan berkas konsep penyelesaiaan permohonan keberatan, 
pengurangan, dan banding dari hasil penelitian kepada Kepala UPTD 
PBB. 
d. Bagian penerimaan dan penagihan 
a) Mengkoordinasikan dan meneliti urusan tata usaha penerimaan, 
restitusi, kompensasi serta pemantauan penyetoran Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB); 
b) Membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
setiap minggu untuk disampaikan dan dikoorninasikan ke kecamatan dan 
kelurahan; 
c) Mengkoordinasikan penatausahaan piutang pajak, penagihan, dan 
pembuatan usul penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 
d) Membuat surat teguran kepada WP dalam rangka penagihan aktif 
PBB; 
e) Meneliti dan memaraf konsep surat teguran kepada Wajib Pajak yang 
telah jatuh tempo dan belum melunasi pajaknya serta menyampaikannya 
kepada Kepala UPTD PBB; 
f) Membuat laporan berkala fungsi penerimaan dan penagihan kepada 
Kepala UPTD PBB. 
 
e. Bagian pelayanan dan penetapan 
a) Menyusun rencana kerja koordinator pelayanan sebagai bahan 
penyusunan konsep rencana kerja fungsi pelayanan; 
b) Menyiapkan berkas permohonan yang dibutuhkan oleh wajib pajak; 
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c) Menerima permohonan dari Wajib Pajak Bumi dan Bangunan untuk 
diteliti maksud dan kelengkapan berkas; 
d) Menyimpulkan berkas permohonan yang yang telah diteliti untuk 
diteruskan kepada koordinator pelaksana pengelola data dan informasi 
untuk pelaksanaan perekaman; 
e) Menyampaikan berkas konsep penyelesaian permohonan dari hasil 
penelitian kepada Kepala Tata Usaha UPTD PBB; 
f) Membuat laporan berkala fungsi pelayanan serta menyampaikannya 
kepada Kepala UPTD PBB. 
IV.2 Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota 
Makassar 
Mulai 1 Januari 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak lagi dikelola 
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar . Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
pasal 77 mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat 
ke Pemerintah Daerah dan PERDA Nomor 3 Tahun 2010 mengenai Pajak 
Daerah Makassar . Dengan peralihan tersebut , penerimaan dari PBB 100% 
akan masuk ke 
PAD kabupaten/kota. Dimana sebelumnya , saat masih dikelola oleh Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP), kabupaten/ kota hanya mendapatkan bagian sebesar 
64,8% dari total PBB. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalihkan semua 
kewenangan terkait pengelolaan PBB kepada kabupaten/ kota. Kewenangan itu 
di antaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, 
penagihan dan pelayanan pajak .Walaupun sebelum peralihan 
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terjadi ,pemerintah daerah telah melakukan pendataan WP serta 
penagihan/pemungutan terhadap Wajib Pajak . 
Tabel IV.1 
Target dan Realisasi Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2014 DISPENDA Kota Makassar 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, UPTD PBB Kota Makassar 2014” 
 
 
 
 
 
 
 
No Kecamatan target oprasional  
total penerimaan 
2014 % 
1 Bontoala Rp.   2.464.999.900 Rp.   2.518.430.961 102.17 
2 ujung tanah Rp.       849.854.407 Rp.       848.901.335 99.89 
3 Tallo Rp.     4.266.981.484 Rp.   4.230.540.065 99.19 
4 Wajo Rp.     6.246.227.903 Rp.   6.045.251.422 96.78 
5 ujung pandang Rp.     9.060.037.090 Rp.   8.743.980.214 96.51 
6 Makassar Rp.     4.081.036.905 Rp.   3.930.785.602 96.32 
7 Mamajang Rp.     3.400.400.021 Rp.   3.253.846.544 95.69 
8 Mariso Rp.     3.273.058.797 Rp.   3.066.858.172 93.7 
9 Panakukang Rp.   18.336.871.503 Rp. 15.987.911.755 85.55 
10 Rappocini Rp.   10.716.994.373 Rp.   9.024.350.568 84.21 
11 Tamalate Rp.   14.513.150.200 Rp. 10.843.644.513 74.72 
12 Biringkanaya Rp.   13.097.808.701 Rp.   9.468.404.995 72.43 
13 Tamalanrea Rp.   16.357.884.603 Rp. 11.738.409.400 71.76 
14 Manggala Rp.     4.971.689.913 Rp.   3.266.124.050 65.59 
15 Kawasan pelabuhan Rp.     3.208.725.640 Rp.   3.105.592.293 96.79 
Jumlah   Rp. 114.845.681.440 Rp. 95.791.031.909 83.41 
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Tabel  IV.2 Jumlah Rincian SPPT dan Pokok PBB per Kecamatan Tahun 
2014 
Sumber : DISPENDA KOTA MAKASSAR 2014 
 
Dari hasil data yang di peroleh diatas, penulis menyikapi bahwa, rata- 
rata dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yaitu 83.41% dari jumlah keseluruhan yang di peroleh setiap Kecamatan di Kota 
Makassar,Dalam mengefisienkan pemungutan pajak untuk daerah Makassar 
khususnya pajak bumi dan bangunan, dispenda kota Makassar, melakukan kerja 
sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan dalam proses pendaftaran dan 
penyetoran SPT dan disetorkan kembali ke DISPENDA serta DISPENDA yang 
memberikan pegawai ke setiap kecamatan untuk memonitoring semua yang 
terjadi disetiap kecamatan, Dengan adanya peraturan yang baru ini bagaimana 
peran dispenda, terhadap pengguna wajib pajak untuk menjalankan 
kewajibannya baik itu dari pendaftaran dan penyetoran SPT, jika dilihat dari data 
realisasi anggaran di tahun 2014 ini . 
NO Kecamatan 
Jumlah 
Kelurahan 
Jumlah 
SPPT 
Pokok 
1 Mariso 9 8594 3.066.858.172 
2 Mamajang 13 9393 3.253.846.544 
3 Tamalate 10 39143 10.843.644.513 
4 Makassar 14 11868 3.930.785.602 
5 Ujung Pandang 10 7389 8.743.980.214 
6 Wajo 8 12526 6.045.251.422 
7 Bontoala 12 8861 2.518.430.961 
8 Ujung Tanah 12 7894 848.901.335 
9 Tallo 15 19963 4.230.540.065 
10 Panakkukang 11 30461 15.987.911.755 
11 Biringkanaya 7 61168 9.468.404.995 
12 Rappocini 10 32691 9.024.350.568 
13 Manggala 6 41042 3.266.124.050 
14 Tamalanrea 6 33728 11.738.409.400 
Jumlah 143 324721 92.685.439.616 
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Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Bapak kepala UPTD 
PBB : 
 “Kami hanya menjalankan sebagaimana mestinya, dengan meminta data 
yang ada pada pusat, dalam hal ini KPP pratama dan mendampngi kita 
selama 1 tahun ,dan menaati aturan sesuai apa yang ada pada perda 
yang sudah di tetapkan sebelumnya.  “Bpk. A. mappanyukki” selaku 
kepala uptd PBB “Pencapaian target 2014 belum tercapai, tapi jika di 
persentasekan dia berada pada 80-85 persen. Dari 114 pencapaian 
target, yang terealisasi 95 M dan itu saya rasa belum maksimal, karena di 
tahun 2013 dispenda mencapai 113 persen , dengan realisasi, 88 m, dan 
target yang ingin dicapai itu 77 m. jadi saya rasa ini kurang maksimal, 
karena hanya naik kurang lebih 10 di tahun ini”.  
Lanjut beliau mengungkapkan,  
”ini menyangkut masalh sumber daya yang kurang, yaitu dari tim 
lapangan yang kami susun itu kurang, dan tim penilai yang berada di sini 
tidak terlalu maksimal, mungkin itu malasalah yang di hadapi dispenda 
khususnya UPTD PBB untuk tahun ini, kalau masalah eksternal dari 
dispenda yaitu wajib pajak itu sendiri, mengapa wajib pajak, karena kami 
menghitung dan mengimput data sesuai yang diberikan oleh wajib pajak 
itu sendiri.dan ternyata masih ada wajib  wajib pajak yang kurang disiplin.” 
(hasil wawancara pada tanggal 10 Desember 2014) 
Hal yang sama di ungkapkan oleh Kepala Staf UPTD PBB Bapak Andi 
Djemma : 
“bahwa penetapan target itu sendiri bukan saya selaku UPTD yang 
menetapkan,  kami dari UPTD PBB ini hanya berusaha untuk mencapai 
target itu sendiri, perumusan target daerah yang memberikan, dan 
menurut saya sendiri, target yang dberikan terlalu besar, sehingga sulit 
untuk mencapai 100 persen sesuai target yang di tetapkan, itu kalau 
beicara realisasi anggaran. jika bicara persentase,  saya rasa sudah 
efektif untuk tahun 2014. 
(hasil wawancara pada tanggal 13 desember 2014) 
Selanjutnya Ibu Indah selaku penanggung jawab setiap kecamatan 
mengungkapkan: 
“Dari data realisasi yang di keluarkan oleh dispenda Masih banyak yang 
wajib pajak yang belum taati kewajibannya sebagai wajib pajak,  dan jika 
di persentasekan  itu 65 sampai 75 persen yang menaati kewajibannya 
seperti membayar dengan cepat, memberikan surat pemberitahuan untuk 
sekian pajak yang harus di bayar, dan dari situ kami  dapat melihat bahw 
wajib pajak yang betul betul mematuhi lewajibannya itu kurang dari 80 
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persen, karena pendataan yang di lakukan ini  dispenda melihat dari 
edukasi dan potensi jumlah formulir dan  SPT  yang dikeluarkan dengan 
jumlah realisasi yang di tetapkan”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 11 desember 2014)  
Dari penjelasan bapak kepala UPTD beserta jajarannya, peneliti bisa 
menyikapi, bahwa masih banyak wajib pajak di kota Makassar ini yang belum 
sadar akan pajak ini sendiri, dan sesuai yang ingin saya teliti yaitu efktifitas 
pemungutan pajak, dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak agar pemungutan 
dapat efektif, dan dari beberapa indikator untuk mengukur keefektifan yaitu; 
“wajib pajak terdaftar, wajib pajak menyetorkan surat pemberitahuan, 
penyulundupan pajak, dan pemmbayaran penunggakan pajak” dari keempat 
indicator tersebut ada beberapa yang disebutkan dan itu membuat pencapaian 
target tidak tercapai, dalam waktu 1 tahun  
Berikut perbincangan saya dengan ibu Indah selaku Penanggungjawab 
kecamatan tentang permasalahan yang ada di kecamatan Kota Makassar 
tentang kecamatan yang tidak mencapai target untuk tahun 2014. 
Dari daftar realisasi yang ingin dicapai DISPENDA Kota Makassar, untuk 
meningkatkan PAD Kota Makassar dalam hal ini pemungutan PBB-P2 sangat 
diperlukan , jika dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak di setiap kecamatan 
nampaknya masih rendah dalam hal pembayaran pajak Bumi dan Bangunan.  
Ibu Indah penanggung jawab Kecamatan Kota Makassar  “kalau masalah 
kecamatan yang kurang kontribusinya tahun ini bisa dilihat dari 
persentasenya dan yang paling sedikit persentasenya itu kecamatan 
manggala, dan paling banyak kontribusinya itu kecamatan bontoala. Tapi 
kalau berbicara mengenai rupiah lain lagi, kecamatan yang  target yang 
tidak teralu banyak itu kecamatan ujung tanah, mungkin karena kawasan 
di kecamatan ini, sudah jarang adanya perubahan potensi pembangunan 
di kecamatan tersebut. Kalau target yang paling besar itu kecamatan 
panakukang. Itu kalau bicara rupiah (10 desember 2014) 
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Dari penjelasan Ibu Indah selaku penanggungjawab kecamatan, penulis 
beranggapan bahwa realisasi yang didapatkan dispenda masih bisa ditingkatkan 
kedepannya karena hasil pemungutan yang didapatkan oleh DISPENDA kota 
makassar  hanya 1 kecamatan yang melampau target yang diberikan dan 
kecamatan selebihnya melebihi dari 50 persen dan perlu ditingkatkan untuk 
kedepannya.  
Setiap kecamatan di Kota Makassar membantu DISPENDA Kota 
Makassar untuk Meningkatkan PAD Kota Makassar khususnya dalam 
Pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh UPTD PBB Kota Makassar. 
Lanjut Ibu Indah mengungkapkan kendala disetiap kecamatan dalam 
Pemungutan Pajak Kota makassar. 
“semua kecamatan mungkin memilki masalah sendiri dalam pelmbayaran 
pajak itu sendiri, tetapi Masalah yang paling banyak itu di kecamatan 
manggala, itu mungkin karena banyak nya tuan tanah disana, tanah luas, 
tetapi penjualannya tidak produktif dan ada juga  yang masih diolah, dan 
kurangnya uang pemasukan, PBB menunggak, dan hasilnya  PBB yang 
tidak terbayarkan. Mungkin di kecamatan lain  ada juga data yang double, 
karena ini kan data dari kantor pajak Jadi bisa saja surat 
pemberitahuannya double, padahal objek nya sama. Dan biasa  terjadi 
juga itu ada objeknya tetapi tidak di tahu siapa yang ingin membayar 
pajaknya  jadi tidak membayar pajak lagi,  dan semua itu sudah di 
sampaikan kekelurahan masing” serta kami juga kurang memaksimalkan 
masalah penunggakan pajak tersebut. Ada juga kecamatan yang tidak 
mencapai 75persen yaitu kecamatan tamalanrea, biringkanayya, dan 
kecamatan rapoocini. Tapi di tiga kecamatan ini jika dilihat dari tahun 
sebelumnya semuanya melampaui target yang di berikan, (10 desember 
2014). 
Dari pembicaraan penanggung jawab setiap kecamatan kota Makassar, 
Penulis beranggapan bahwa, dalam proses pemungutan pajak bumi dan 
bangunan di kota makassar, ada beberapa kecamatan yang kurang berkontribusi 
dalam pencapaiaan anggaran untuk 2014 di kota makassar. Sehingga target 
realisasi anggaran Dispenda kurang banyak di setiap kecamatannya . 
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Dan berikut hasil wawancara dari kepala UPTD PBB, Kepala Staff, Dan 
Penanggung jawab setiap kecamatan Kota Makassar DISPENDA Kota Makassar, 
dalam hal ini menyangkut kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui sejauh mana 
tugas yang dijalani UPTD PBB untuk menunjang PAD Kota Makassar dalam 
pemungutan PBB-P2 di tahun 2014 Kota Makassar. 
IV. 2.1 Wajib Pajak Terdaftar   
Dilihat dari persentase yang belum mencukupi, apakah dari 25 persen itu 
termaksud tidak terdaftarnya wajib pajak dan membuat kurangnya pencapaian 
sampai akhir tahun ini, dan bagai mana cara mengatasi wajib pajak yang belum 
mendaftarkan diri tersebut, untuk bisa meningkatkan pemasukan anggaran PAD 
untuk tahun kedepannya. 
Bapak kepala UPTD PBB “wajib pajak sudah pasti berperan penting 
dalam tertambahnya anggaran daerah, jadi, pengting bagi wajib pajak 
untuk mendaftarkan dirinya, karena untuk mengetahui berapa jumlah 
pembayar pajak yang harus di bayar, diliat dari npwp nya , dan bisa di 
pastikan dalam pendaftaran wajib pajak, sudah banyak yang seharusnya 
untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tetapi belum mendaftarkan diri 
dikiarenakan masih kurangnya penghasilan yang dimiliki misalnya, itu bisa 
mengurangi tingkat pencapaian, ( 14 desember 2014) 
Andi djemma selaku kepala staf uptd pbb “kebanyakan yang ingin 
mendaftarkan diri itu ketika sudah ingin membuka usaha dan ingin 
mendaftar untuk bekerja, atau ingin di pecat. Jadi pendaftaran yang di isi 
untuk mendapat npwp berguna bagi kami, agar bisa mendata wajib pajak 
yang nakal. Mungkin seperti itu (13 desember 2014) 
Ibu Indah penanggung jawab setiap kecamatan, “ jika di persentasekan 
lagi, sekitaran 5 persen dari  25 persen tadi, mengapa saya mengatakan 
seperti itu, karena dalam pendaftaran wajib pajak untuk bisa mendaftarkan 
diri ini bukan masalah wajib pajak berpenghasilan atau tidaknya tapi 
sebaik nya mendaftarkan agar sudah mendapatkan npwp nya, seperti itu, 
agar kita juga bisa tahu apakah ada taambahan potensi yang bisa 
meningkatkan pemasukan, atau ada yang berkurang dalam hal ini 
penyampaian surat pemberitahuan (spt) dan dari situ kami dapat 
mengimput, jika terjadi kesalahan atau ada yang tidak cocok saat 
mengimput, kami kembalikan lagi ke tempat masing-masing (kelurahan) 
bisa juga di kecamatan.  Jika dibilang tidak terdaftarnya wajib pajak, 
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mngkin sangat sedikit persentase jika dia masuk dalam 25 persen tadi, 
walaupun ada. (10 DESEMBER 2014)  
Andi djemma  “sbenarnya untuk mengatasi wajib pajak yang nakal atau 
tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak  sangat susah, kami 
hanya memberikan 1 orang setiap kecamatan untuk memonitoring apa 
saja yang perlu diperbaiki dan kendala-kendala disetiap kecamatan, tetapi 
masih belum efektif menurut saya karena yang di monitoring adalah kota 
walaupun hanya kecamatan, tetapi kecamatan di makassar sangat luas. 
walaupun kita memaksimalkan kerja kami sesuai tugas dan tanggung 
jawabyang diberikan, kuncinya itu kesadaran waib pajak kembali yang 
sangat diperlukan untuk bisa mengerti akan pentingnya pembayaran pajak 
tersebut.,(13 desember 2014) 
Masalah kepatuhan wajib pajak dalam hal ini terdaftarnya wajib pajak yang 
merupakan pengukur tingkat keefetifannya pumungutan PBB ini menurut penulis 
sesuai yang dikatakan bapak uptdn dan andi djemma dan staf upt PBB diatas 
bisa di ternyata masih ada  masyarakat yang seharusnya mendaftarkan diri 
sebagai wajib pajak belum sepenuhnya bisa mendaftarkan karena berbagai 
contoh yang di paparkan, dan mengakibatkan kurangnya persentase atau target 
yang disasarkan. 
 
IV.2.2 Wajib pajak menyetorkan Surat Pemberitahuan. 
 Penyetoran Surat Pemberitahuan untuk wajib pajak itu sendiri berguna 
untuk mengetahui berapa banyak, yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri, 
dari jumlah kekayaan wajib pajak, serta merupakan indicator untuk mengukur 
tingkat kefektifan pemungutan PBB itu sendiri, 
Penanggungjawab kecamatan “ kalau menurut saya proses Penyetoran 
spt saya rasa lumayan, knpa sya bilang lumayan, karena proses 
penyetoran spt itu kita kerja sama dengan kecamatan, untuk membantu 
kerja kami, dan bentuk modelnya  itu dispenda yang olah dan dispenda 
cetak, kemudian di bagi disetiap kecamatan, dan bagaimana dia 
mendistribusikan sendiri untuk menyampaikan di setiap wajib pajak yang 
terdaftar di kecamatan, entah itu dia bagi dikelurahan,” dan begitupun 
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sebaliknya, apabila ada spt untuk di setorkan, harus kecamatan yang 
memberikan kepada kami, (10 desember 2014) 
andi djemma, “masalah yang harus di selesaikan untuk penyetoran spt itu 
sendiri, tidak bisa dipungkiri kami dari dispenda, hanya bergantung dari 
penyetoran spt tersebut, karena kami tidak dapat mengimput data hasil 
potensi wajib pajak, jika penyetoran terlambat, dan kami merasa 
kualahan untuk mengimput, sebab kebanyakan wajib pajak memberikan 
spt bersamaan pada waktu jatuh tempo pembayarannya.  Jadi 
pengimputan biasa terlamba”. (13 desember 2014) 
Kepala uptd PBB “menurut saya penyetoran SPT wajib pajak, ini yang 
membuat pencapaian kami dan PAD tidak terlalu banyak, karena jjumlah 
wajib pajak yang terdaftar lebih banyak dibanding jumlah SPT yang 
masuk, dan ini yang membuat kami kewalahan, dan merasa kinerja yang 
di lakukan selama 1 tahun kurang efektif karena pengimputan data di 
lakukan 2 kali setahun dan range nya itu menurut saya sudah lama, tetapi 
masih banyak yang melaporkan atau memberikan spt nya itu pada saat 
ingin perhitungan, serta biasa juga penyampaian spt lewat pada masa 
pembayaran,  
(14 desember 2014) 
Dari berbagai penjelasan yang diberikan para petinggi petinggi UPTD 
PBB kota makassar, penulis bisa berpendapat bahwa keefektifan pemungutan 
PBB-P2 di kota makassar, sangat berpengaruh pada penyetoran Surat 
Pemberitahuan oleh wajib pajak, dikarenakan dalam penyetoran Surat 
Pemberitahuan itu pengelola UPTD PBB bisa melihat potensi serta mengetahui 
jumlah pembayaran yang akan di bayar oleh wajib pajak itu sendiri, dan dari 
penjelasan diatas bahwa yang mengakibatkan ketidakefektifan pemungutan 
PBB-P2 kurangnya penyetoran SPT dari wajib pajak itu sendiri. 
IV.1.3. Adanya penyelundupan bagi wajib pajak 
 agar pemungutan pajak bisa berjalan dengan lancer, sangat di perlukan 
tim penilai, yang dikatakan bpk UPTD yang sudah di sekolahkan, ini berguna 
agar tidak adanya penyulundupan pajak, seperti halnya, kurangnya pembayaran 
bunga yang diberikan, atau pembayaran tidak sesuai dengan hasil perhitungan 
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NJOP yang sudah di tetapkan, dan juga biasa adanya pungli, atau biasa disebut 
sebgai mafia pajak. 
Andi djemma “ jika kita dengar perkataan dari bapak uptd, mngkin sedikit 
yang saya tambahkan, tentang penyulundupan seperti itu, bisa juga 
terjadi ketika bunga tidak terbayarkan. Itu kan merupakan penyelundupan, 
tetapi itu tidak bisa terjadi, karena kami memiliki sistem yang akan tambil 
ketika, ingin membayar, tapi penunggakannya tidak terbayar, kami tidak 
akan melayaninya. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. (10 
desember2014) 
Kepala uptd “Saya rasa secara pribadi, pemungutan liar untuk pbb ini, 
tidak mungkin terjadi, karena disni kami diawasi oleh pusat jika ada yang 
bermasalah seperti ini, akat mudah di tahu, karena pasti akan beda 
bentuk realisasi anggaran yang di keluarkan, dibanding spt yang di 
berikan oleh wajib pajak itu sendiri, jadi apabila pungli itu terjadi, mungkin 
akan dilaporkan langsung ke daerah atau pusat, tak terkecuai itu diri saya 
sendiri.” (14 desember 2014). 
 berikut penjelasan kedua kepala UPTD beserta Staffnya dalam hal 
penyelundupan pajak, tidak pernah terjadi ketika akan terjadi hal hal yang kiri 
atau dalam hal ini mafia pajak tersebut, dan dalam hal penyelundupan pajak 
menurut penulis sudah efektif dalam penjagaan atau pendataan yang dilakukan 
UPTD PBB sudah berjalan baik, karena tidak pernah ada penyulundupan pajak 
di Kota Makassar. 
IV.1.4. Pembayaran penunggakan  pajak untuk wajib pajak 
dalam kepatuhan perpajakan, salah satu diantaranya pembayaran 
penunggakan pajak, pemberian bunga setiap bulannya ketika pembayaran 
sudah lewat dari tanggal yang diberikan oleh DISPENDA Kota Makassar.  
Kepala UPTD PBB “Kalau masalah mafia pajak yang sama halnya 
penyelundupan dengan sistem yang sama yang di katakana andi djemma 
sebelumnya tentang bunga 2 persen,,  dan saya rasa disni bukan 
kawasannya untuk penunggakan yang tidak terbayar, karena kami sudah 
ditegaskan, siapapun pelakunya, kami tidak akan menerima 
pembayarannya jika ada masalah administrativnya belum selesai semua, 
dan apa bila ada juga penunggak pajak tidak membayar disni tidak bisa, 
karena kami memilki data langsung, dan tertera, kapan dia  menunggak, 
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sudah berapa bulan, serta berapa lama dia tidak membayar jadi selama 
ini tidak ada wajib pajak yang menunggak dan bisa tidak membayar 
bunganya, semua sudah terdata sendirinya dengan itu, pemungutan 
pajak yang berkaitan dengan penyelundupan, penunggakan bunga, 
semuanya berjalan efektif. 
Andi Djemma “masalah penunggakan wajib pajak Masih banyak, kami 
juga memberikan bunga 2 persen setiap wajib pajak yang menunggak 
pembayaran nya, sekitar 40 – 45 persen lah hasil dari kami itu ada 
tambahan dari bunga 2 persen tersebut. Dan tidak alas an untuk tidak 
membayar bunga tersebut, karena kami tidak akan melayani jika bunga 
tidak terbayarkan. 
Ibu Indah Penanggung jawab kecamatan, “ bentuk ppendataan yang 
menunggak itu kami lakukan dengan Cara melihat permohonan yang 
masuk yang diberikan kekecamatan untuk memfasilitasi wajib pajak yang 
bermasalah, dan kami juga melihat laporan potensi potensi yang ada di 
setiap kelurahan, apakah ada perebahan pembangunan di daerah 
tersebut, apa bila ada yang menunggak kecatan yang fasilitasi, atau 
kelurahan itu sendiri. Tetapi masih banyak masyarakat yang bermohon  
sendiri. Karena ada kepentingan mendesak setiap orangnya, bentuk 
tegurannya itu sederhana saja, kami hanya memberikan surat kepada 
daerah atau zonanya karena kami juga tidak tahu betul siapa yang 
menunggak, dan tidak membaya, karena kami hanya melihat dari data 
yang masuk. 
Dari penjelasan yang dipaparkan oleh semua informan key mengatakan, 
pembayaran pajak ini membuat kurang maksimalnya pengimputan data yang 
akan di berikan oleh daerah karena pembayaran oleh wajib pajak kurang tepat 
waktu, dari sini penulis dapat menggambarkan bahwa wajib pajak di Kota 
Makassar masih kurang Peka dalam hal ini pembayaran yang belum tepat pada 
waktunya walaupun ada penunggakan bagi wajib pajak yang terlambat 
membayar, tetapi dalam pengimputannya sangat membuat pengelolaan yang 
kurang efektif. 
Dari keempat indikator untuk mengukur efektivitas pemungutan PBB-P2 
di Kota Makassar, diantaranya yaitu, Pendaftaran Wajib Pajak, Penyetoran SPT 
Wajib Pajak, Tidak adanya Penyelundupan Pajak, dan Pembayaran 
penunggakan wajib pajak, penulis beranggapan dari penjelasan semua diatas 
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bahwa, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dikota Makassar yang Di 
laksanakan oleh DISPENDA Kota Makassar sejauh ini efektif karena 
peningkatan yang diberikan untuk tahun ini memuaskan, walaupun tingkat 
kepatuhan wajib pajak yang sedikit bertambah setiap tahunnya.  
Serta pencapaian target yang melewati 50 persen untuk setiap 
kecamatan, dari semua kecamatan dan penerimaan yang naik dari tahun 
sebelumnya, membuat UPTD PBB Kota Makassar menjalankannya dengan baik 
dalam menunjang peningkatan PAD Kota Makassar di tahun 2014. Dan 
Kesadaraan Wajib Pajak untuk menjalankan Kepathuan Wajib Pajaknya Perlu di 
tingkatkan untuk kedepannya agar setiap Kecamatan bisa mencapai 100 persen 
dan meningkatkan PAD kota Makassar untuk kedepannya. 
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BAB V  
PENUTUP 
 
V.1. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 
maka Menurut penulis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota 
Makassar sudah efektif ketika melihat realisasi anggaran yang didapatkan 
DISPENDA Kota Makassar di tahun 2014, walaupun  dalam proses pemungutan 
pajak tersebut masih terdapat kendala yang didaptakan, terutama tingkat 
kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk 
kedepannya. 
Dari penjelasan yang diberikan penulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut: efektivitas pemungutan PBB di DISPENDA Kota Makassar 
guna meningkatkan PAD Kota Makassar telah terjadi peningkatan, dan 
Pemungutan PBB selalu mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya 
yang didapatkan DISPENDA Kota Makassa 
V.2 Saran 
Setelah memberikan kesimpulan dari semua penjelasan yang diberikan 
oleh kepala uptd beserta jajarannya dalam hal pemungutan pajak bumi dan 
bangunan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
Melihat dari data realisasi anggaran tahun 2014 DISPENDA kota 
Makassar tersebut, bisa terbilang efktif ketika melihat dari persentase target, 
namun jika dipisahkan perkecamatan pemungutan PBB terbilang kurang efektif, 
utamanya bagi penyetoran SPT dan penunggakan pajak dan jarang 
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terbayarkan. Maka penulis memberikan masukan kepada DISPENDA kota 
makassar untuk bisa memberikan peningkatan di tahun 2015 kedepannya: 
1. Mengharapkan DISPENDA Kota Makassar memberikan pelatihan 
untuk semua pegawai dalam hal penilaian dan proses pengimputan 
data, jika terjadi ketimpangan dalam hal pengelolaan data untuk 
pebukuaan akhir tahum 
2. Memaksimalkan SDM untuk mempermudah kerja lapangan dalam hal 
memonitoring setiap kendala yang terjadi di setiap kecamatan 
tersebut. 
3. Memperkuat sistem informasi baik dari kelurahan dan kecamatan itu 
sendiri, agar penyetoran spt yang di anggap penting bisa lebih 
dimaksimalkan lagi apabila ada kenjanggalan seperti yang dikatakan 
bapak uptd bisa diminimalisir agar tidak terjadi yang seperti dikatakan 
bapak uptd diatas. 
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